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ABSTRAK 

IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN PENY ALURAN RASKIN 
DI KECAMAT AN LUMBIS 
KABUPATEN NUNUKAN 

Heriyanto 
herivantolumbis70@gmail.com 

Program Pasca Srujana 
Universitas Terbuka 

Implementasi Kebijakan Penyalur Raskin di Kecamatan Lumbis Kabupaten 
Nunukan. 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyaluran raskin dan 
kendala-kendala yang dialami dalam implementasi Beras Miskin di· Kecamatan 
Lurnbis. 
Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitati£ Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Informan kunci da!am penelitian ini adalah Camat Lumbis, Kepala Desa, Pegawai 
Penyalur RASKIN dan dua orang masyarakat penerima RASKIN. 
Dalam menentukan sasaran ditemui adanya kesalahan sasaran (mistargeting) 
meskipun dalam tingkat yang relatif rendah, sering tidak tepat karena 
mementingkan kelompok-kelompok tertentu (subyektifitas). Maanfaat dari 
program RASKIN ini dinilai sangat baik oleh masyarakat karena membantu untuk 
keluarga yang memi!iki ekonomi lemah walaupun masih ada yang tidak tepat 
sasaran. lmplementator cukup paham tugasnya masing-masing, sosialisasi juga 
beijalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi belum tepat 
sasaran karena warga yang tergolong mampu mendapatkan RASKIN. Cukup 
mampu mewujudkan kehendak dan harapan sehingga dapat beijalan dengan 
lancar karena sesuai dengan kondisi masyarakatuya. 

Kata Kunci : Beras Miskin, RASKIN 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF RASKIN DISTRIBUTION POLICY IN LUMBIS 
SUB-DISTRICT NUNUKAN DISTRICT. 

Heriyanto 
heriyantolumbis70@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

ii 

Implementation of RASKIN Distribution Policy in Lwnbis Sub-District Nunukan 
District. 2017. This study aims to determine the distribution of RASKIN and the 
constraints experienced in the implementation of Poor Rice in Lwnbis Sub
District Nunukan District. 
This research method is qualitative descriptive research. Data collection 
techniques used are observation techniques, interviews, and documentation. Key 
informants in this study are Lumbis Sub-District Head, Village Head, RASKIN 
Distributor Officer and two recipients of Raskin. 
In determining the objectives, there is a mistargeting, although at a relatively low 
level, is often inappropriate because of the importance of particular groups 
(subjectivity). The benefits of this RASKIN program are considered very good by 
the community because it helps for families who have a low economy although 
there are still not right on target. Implementer quite understand their duties 
respectively, socialization also goes well in accordance with the desired. 
However, it has not been well targeted because the people who are categorized as 
able to get RASKIN. Simply able to realize the will and hope so that it can run 
smoothly because according to the condition of the society. 

Keywords: Poor Rice, RASKIN 
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BABIV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskipsi Obyek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kecamatan Lumbis 

Kecamatan Lumbis merupakan salah satu Kecamatan diantara 19(sembilan 

belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan 

Utara, Kondisi geografis Kecamatan Lumbis terletak pada posisi antara 115° 

22' 30' hingga 118° 44' 55' Bujur Timur, dan 3° 15' 00" hingga 3° 30' 00 

'' - 4° 24' 55'' Lintang Utara dengan batas wi1ayah sebagai berikut: 

a. Sebe1ah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sebuku 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Malinau 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lumbis Ogong 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sembakung Atulai. 

Kecamatan Lumbis memiliki luas wilayah 485.86 Km2, Secara Topografi, 

wilayah daratan Kecamatan Lumbis terdiri atas kawasan perbukitan terjal 

disebelah utara bagian darat, perbukitan sedangkan bagian tengah dan 

daratan bergelombang dan landai di bagian timur memanjang hingga pantai 

sebelah timur. Perbukitan teija1 di sebelah utara merupakan jalur 

pegunungan dengan ketinggian 1.500 m - 3.000 m di atas permukaan !aut 

Kemiringan untuk daerah dataran tinggi berkisar antara 30 - 45 %, 

sedangkan untuk daerah perbukitan memiliki kelembaban udara berkisar 

antara 62,0% sampai dengan 86,0%. Sedangkan rata-rata curah hujan 

56 
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mencapat 168,7 mm, dengan curah hujan tertinggi 248,6 mrn pada bulan 

dan Januari dan terendah 98,9 mm pada bulan April dan November. Rata-

rata kecepatan angin cenderung stabil, tidak mengalami perubahan dari 

tahun lalu, yaitu 05 knots. Persentase penyinaran matahari rata-rata 62%, 

terendah 49% pada bulan Oktober sedangkan tertinggi rnencapai 82% 

terjadi pada bulan Desember. Kemiringan yang sangat terjal, yaitu di atas 

15%, dengan demikian kemiringn rata-rata berkisar 0 - 50 % . Demikian 

garis besar kondisi geografis Kecamatan Lumbis. 

Wilayah kerja SKPD Kecarnatan Lurnbis terdiri dari 8 kelornpok desa, 

yaitu: 

l. Daftar Desa dengan luas wilayah dan waktu tempuh, yang ada dalam 

wilayah kerja SKPD Kecarnatan Lurnbis. 

, . () l.ua' \\ il:nah .lara!.. h:l· h:antor ( amat 
'P l'S:I , . , 

(I.:Ju-) (knr) 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Mansalong 
Kalampising 

Libang . 
Intin ~ ·~ 

Bulan-Bulan 
Beringin·. 

Patal 

190.87 
11.3 

47.86 
90.65 ' 
34.81 
199.13 
158.57 

±Okm 
±lkm 
±7km 
::i:4km ':. 
:.i:8km 
±8km 
±20km 

Tabel4.1 Daftar Desa Dengan Luas dan Waktu Tempuh 

2. Kondisi Geografis daerah Jumlah Bangunan Rurnah Tinggal rnenurut 

desa se Kecamatan Lurnbis. 
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5 
6 
7 Siawang 
8 Semalat 
9 Dabulon 
10 Sedongon 
11 Kalampising 
12 Mansalong 306 
13 Tanjong Hulu 27 
14 Tanjung Hilir 84 
15 Sumalumung 71 
16 Bulan-bulan ·, 85 
17 Sapuyan 40 

I 

18 Liang 23 
19 To bus 19 
20 Sasibu 21 

I 

21 Likos 2 
22 Nainsid 29 
23 Patal I 9 
24 Patalll 15 
25 Taluan 16 
26 Lin tong .6 
27 Podong . 

' .,,28 ·l PuJu, BUlawan, 
''t,, TdTAL ' .. 1 

Tabel 4.2 Jumlah Bangunan Rumah Perdesa 

3. Peta Wilayah Kerja 

Gambar 4.1 Peta w ilayah 
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4. Kondisi Demografis Daerah 

Struktur penduduk per usia, jenis kelamin, laju pertumbuhan, kk, pddk, 

pekeljaan, status, dll, tahun 2016 kecamatan lumbis. (tata 

pemerintahan). 

'\ ( l 

"llul-tur I ''·' I .tl-i I .tl.i l'tTt' lll(lll.llt .lullll.th 

l 0-4 309 294 603 
2 5-9 386 370 756 
3 10-14 364 387 ,, - 751 
4 15-19 354 317 671 
5 20-24 368 664 
6 25-29 337 686 
7 30-34 411 791 
8 35-39 277 526 
9 40-44 253 sh 
10 45-49 161 331 
11 50-54 150 301 
12 55-59 135 228 
l3 60-64 73 147 
14 65-69 68 128 
15 70-74 35 28 63 
16 > 75 17 8 25 

Total 3698 3484 7182 

Tabel 4.3 Struktur Usia Penduduk dan Jenis Kelamin 

5. Jumlah Penduduk Menurut Desa 

'\() '\\\I\ DFS \ I. \h.l -1. \h.l PLIU' \IPl \ '\ .II 'II .\II 

1 Libang 126 233 
2 Pa'lemumut 40 69 
3 -Sangku~ ", ~· 47 99 
4 Pa'loo 67 122 
5 Deraloq 58 120 
6 Saludan 41 86 . 
7 Siawang 45 84 
8 _S_emalat 50 936 . 

'"' 9- ' Dab~lon ' 136. 255 ' 

. 10 Sedongon 145 288 . 
. ll Kalam.._pising 192 . "3.64 
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'\<> '\\\1\IH'\\ 1.\h:l-1 \1\:1 PFRL\IPl \'\ .11\11.\11 

12 MansaJong ,' 1270 1240 
13 Tanjung llulu 
14 Tanjung Hilir. :· 

145 138 
152 158 

· 15 Sumalumung 154 142 
16 Bulan-bulan 168 137 
17 Sapuyan 92 84 
18 Liang 58 61 
19 Tubus 82 75 
20 Sasibu 70 66 
21 Likos 48 54 
22 Nainsid 134 114 
23 Patall 56 53 
24 Patal II 79 89 
25 Taluan 46 44 

:. ~6 Lintong 
27 Podong 

82 72 
74 •47 

28 Pulu Bulawan 49 41 
TOTAL 3702 3480 

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Per Desa 

7 
8 
9 
10 
11 

Jumlah Kepala Keluarga di Kecamatan Lumbis 

2510 
283 
310 
296 
305 
176 
119 
157 
136 
102 
248 
109 
168 

718~ 
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'\ t ) " \\I \ I H s \ . "II h. F p \I \ L I· I I I) \ " ( ... 
h. u l \IH ; \ 1"\. . ' I \ "' 

18 Liang 34 
19 Tub us 39 
20 Sasibu 38 
21 LikO$ 30 
22 Nainsid 76 
23 Patal I 24 
24 Patal II 42 
~5 Taluan 24 
26 Lin tong 33 
27 Podong 83 
28 Pulu Bulawan 25 

TOTAL 1926 
Tabel 4.5 Jumlah Kepala Keluarga per Desa 

6. 

7. 

Jumlah Penduduk menurut tingkar Pendidikan 

PAUD 100 102 
TK AJI KUNING 77 61 

SD/Sederajat 903 862 
SLTP/Sederajat 633 543 
SLTA/Sederajat 750 766 

Diplom~ l 47 50 
Diploma Ill 69 61 

Diploma IV I S - 1 72 55 
S-2 14 7 

Tidak/~e~u~ sekoJah 509 ,''"• 517 
' Tidaktamat 524 ... ;: 460 

SD/sederii)•t 
.,. I' 

Total · ' 3484 

Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Penduduk 

Jumlah Sarana Pendidikan 

'\,, I in!_!ktt Pl·tulitlil,an .Jumlah 

1 . PAUD 
,2 .. ·TK· :·1 , ,. 
· 3 . SD - -~ .. 

4 

4 
1 
10 
2 

202 
138 
1765 
1176 
1516 
97 
130 
127 
21 

1026 

' 984 
. ' 

'7182 
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5 
6 

SMA 
PERGURUAN TINGGI 

TOTAL 
Tabel 4. 7 Jumlah Saran a Pendidikan 

1 

18 

8. Jumlah penduduk berdasarkan status pekerjaan 

Libaog 2 12 2 35 
2 Pa'lemamllt 30 

3 Saogkub 37 
4 Pa'loo 3 22 

s Deralon 1 22 

6 SaJudaa 2 8 

7 Siawaog 3 3 77 
8 Semabt 3 39: . 

9 DabnJoa 

10 Sedoogoo 2 4 
11 .Kalampisiog 2 16 2 76 
12 ~tansaloog 69 45 52 95 63 

13 Taajmg H11la 4 3 0 179 J 

14 Tuj ung Hllir 5 8 

JS SllDlaluma 11g 

16 BnJa.o-baJ .. 10 

17 Sapayan J 

18 Lia.og 2 2 

19 Tabm 0 0 

20 Sasibu 

21 Likos 

12 Nalnsld 

23 Patall 

2A PataJD 1 7 

25 Talaaa 8 s 
26 Linto.g 1 
27 Podoag 1 0 

28 PnJuBabwa,a 1 

TOTAL ll7 131 

Tabel 4.8 Status Pekerjaan Penduduk 

62 

2 

25 

6 
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9. Jumlah penduduk berdasarkan agama 

'-I ' '\ \\1\ Ill ' \ I' I \\I I' I Hill ' I \'\ " \1 0 I I" Ill'\ I H B I I H 1\ I 0 I \1 

I Libang Z3 197 13 0 
' ''I 

2 Pa'lemumut ,0 69 0 0 

3 Saogkub 0 99 0 0 

4 Pa'loo 19 73 30 0 

5 Deralon 19 101 0 

6 Saludan 0 64 2Z 0 

7 Siawang 1 47 36 0 

8 Semallt Z3 70 0 0 

9 Dabulon 68 187 0 0 

10 Sedongon 0 288 0 0 

11 Kalampising 44 358 0 0 

12 Ma,nsalong 2015 346 110 0 

13 Tanjung HuJu 3 86 194 0 

14 Tanjung Hilir 'o 310 ·o 0 

15 Sumalumung 0 296 0 0 

16 Bulan-bulan 0 238 67 0 

17 Sapuyan 0 173 4 0 
18 Liang 0 8 111 0 

19 Tub us 7 130 20 0 

20 Sasibu 1 129 3 0 

21 Likos 102 0 0 

22 Nainsid 136 11 0 

23 Patal I 108 0 0 

24 Patalll 88 76 0 

25 Taluan 35 0 

26 Lintong 154 0 

27 Podong 80 0 

28 Pub1 Bulawan 0 90 0 

TOTAL 2228 4162 0 

label 4.9 Status Agama Penduduk 

10. Jumlah sarana ibadah kecamatan 

1 
2 
3 

Masjid 
Langgar 
Gereja 

Total 

label 4.10 Jumlah Sarana lbadah 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

2 
3 
17 
22 

233 

69 

99 

122 

120 

86 

84 

93 

255 

288 

402 

2486 

283 

310 

296 

305 

177 

119 

157 

133 

102 

248 

109 

168 
90 

154 

105 

90 

7182 
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ll . Status bangunan sarana kesehatan perkecamatan 

'\o '\ama l>l''" .lumlah '-ltatu' h:l'll'l'angan 

1. Libang 1 Puskesmas Desa Intin dan 
Pembantu Bulan-BUlan 

2. Lokasi 1 Pos Kesehatan Desa Diharapkan Status 
3. Kalampising 1 Pos Kesehatan Desa Bangunan Polindes 

Menjadi 
4. In tin 1 Pondok Bersalin Bangunan Pustu. 

Des a 
5. Bulan-Bulan 1 Pondok Besalin Desa 
6. Beringin 1 Puskesmas 

Pembantu 
7. Patal 1 Puskesmas 

Pembantu 

Tabel 4.11 Sarana Kesehatan 

L2. Pemberdayaan masyarakat desa (pmd) perkecamatan 

'.. t~ '\ama Dl·'a .ll·ni' Sarana '\ama Sarana h:l'llTangan 

l Mansalong 

4 

6 Lib~;mg 

Sarana 
Umum 
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·9 Tubus 

10 

11 

12 

Sarana 
Umum 

Saran a 
Umum 

Saran a 
· Umum 

Saran a 
Umum 

Saran a 
Umum 

b. Drainase 
c. Posyandu 
d .. Pembukaan & 
Pengerasan Jalan 
e. Semenisasi 
f. Jembatan 
g.MCK 
a. Posyandu 
b. PAH/Propil Tank 
c. Semenisasi 
d. Pembukaan & 
penge·rasan Jalan 

a.Drainase 
b.Balai Desa 
c.Posyandu Balita 
d.BPU 
a.Se~enisasi 

b.BPU 
c.Dermaga 
a.Semenisasi 
b.Jembatan 
c.Bangsal desa 
a.Semenisasi 
b.Air bersih 
c.]\umab adat 
a.Semeliisasi 
~.Drainase 
c.Jemba'tan 
a,.Sen~enjs~si 
b.Dramase "' 
c.'BPU 
a.Sememsasi 
b.Jetnb~tan 
c.BPU 
d.Profil tank 
e:'Air bersih 
a.Semenisasi 
b.Dt:ainase 

. c.Jem~atan 
d.MCK 
e.Air bersih 
r.Ba~Sat Qesa 

• ~., I . 

Tabel 4.12 Sarana Umum 

65 

PNPM 

AfBD 
APBD 
APB 

Sarana 
Kesehatan 
Penampungn 
Air Hujan 

PNPM 
Perusahaan 
PNPM 
PNPM 

APBD 
APBD 
APBD 
BANDES 
APBD 
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13. Jumlah lapangan olahraga perkecamatan 

'u l.apangan Olah l{aga .Jumlah 

1 
2 
3 
4 
5 

Lapangan Sepak Bola 
Lapangan Basket 
Lapangan Volly 
Lapangan Bnlu Tangki~ 
Lapangan Takraw 

Total 

7 

13 
3 
1 
30 

Tabel 4.13 Jumlah Lapangan Olahraga 

14. Kualifikasi pendidikan kades, sekdes, dan aparat desa 

a. Kades 

'0 '\ .\ \1 .\ llES.\ '\\\I\ h: \DES "11'\Gh: \T 

1 Libang 
2 Palemumut 
3 Sangkub 
4 Pa'loo 
5 Deralon 
6 Saludan 
7 Siawang 
8 Semalat 

~.9 ·· 'Dabulon 
Sedongon 
KaJampising 

. Mansalong 
Tanjung Hulu 
Tanjung IDiir , 
~"malumu~ · ''1 ~anang , ' 
"Bula"n-bu,lan ~ ·~l\tanungguJ)9 

Sapuyan ' ; '~ 'l'
1 

Yogin 
Liang ~, Lintas 
Tubus 
Sesibu 

\21 ~ Likos 
22 Nainsid 
23 Patal I 

PE'\ Ill I> I K ·\ '\ 
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24 Patal II Mardi SMA 
25 Taluan Nasution SMA 
26 Lintong Darsono SMA 
27 Podong Sendi SMP 
28 Pulu Bulawan Mil on SMP 

Tabel4 .14 Status Pendidikan Kades 

b. Sekdes 

'\() '\\,1\I>IS\ '\\,1\SII,IltS 11'\(;h:\1 

PF'\ I Hill h: \ '\ 
1 Libang Agustin us SMA 
2 Palemumut Mika SMA 
3 Sangkub Yakub SMP 
4 Pa'loo Hendrison SMA 
5 Deralon Antoni.K SMA 
6 Saludan Sukirman SMA 
7 Siawang Yajung SMA 
8 Semalat Joni SMP 
9 Dabulon Anwar Sadat SMA 
10 Sedongon Gadion so 
11 Kalampising Simson Sila SMA 
12 Mansalong Muksin SMA 
13 Tanjung Hulu Pangubusan SMA 
14 Tanjung Hilir Yakub SMA 
15 Sumalumung Yonsli SMA 
16 Bulan-bulan Simson SMP 
17 Sapuyan Yusef so 
18 Liang Samsiu SMA 
19 Tubus Herman SMA 
20 Sesibu Tambuoao SMA ( 

Liko8 21 ' Marson SMP 
22 Nainsid Star anus SMP 
23 Patal I Wiliam SD 
24 Patalll Yosep SMA 
25 Taluan Berni SMA 
26 Lin tong Pusial SMA 
27 Podong Berbat SMP 
28 Pulu Bulawan Yansen SMA 

Tabel4.15 Status Pendidikan Sekdes 
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Gam bar 4.2 Struktur Kantor Camat Lumbis 
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STRATEGIDAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN. 

Tujuan pembangunan SKPD Kecamatan Lumbis 2016 sesuai dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun 2013-2016 yang 

merupakan imp1ementasi dari misi SKPD Kecamatan Lumbis adalah sebagai 

berikut: 

1. Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat sc 

Kecamatan Lumbis baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan 

desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPM, 

dsb). 

2. Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana yang baik dalam rangka 

memberikan kepuasan bagi masyarakat 

3. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesionalisme di dalam di 

dalam menyelenggarakan Organisasi kecamatan, sehingga dapat 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten 

Tanah Dataryang Adil dan Sejahtera. 

4. Mewujudkan sistem Pelaporan Keuangan yang baik dan akuntabel. 

Dengan memperhatikan tujuan tersebut diatas dan rumusan sasaran pembangunan 

daerah periode tahun 2013-2015, maka kondisi yang ingin dicapai pada akhir 

tahun 2016. Ada1ah sebagai berikut: 

1) Terlaksanakan E-KTP, KK. Akte Kelahiran, sebagai data base 

kependudukan 

2) Terlaksananya SPPT (Surat Pemyataan Pengusaan Tanah) sebagai akte 

kepemilikan atas tanah 
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3) Terlaksananya Penampungan hasil perkebunan rnasyarakat dengan telah 

operasinya pasar desa. 

4) Meningkatnya kegiatan kepernudaan dan olahraga. 

5) Meningkatnya ketertiban dan kearnanan di tengah kehidupan rnasyarakat 

6) Meningkatnya rasa aman di lingkungan kecarnatan 

7) Terfasilitasinya kegiatan seni dan budaya di kecamatan 

8) Terwujudnya peningkatan kelancaran, pelaksanaan tngas pokok, fungsi. 

9) Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur 

10) Terwujudnya pelayananjarnuan rapat dan oprasional secara rnaksirnal 

II) Terwujudnya perneliharaan kebersihan kantor 

12) Terwujudnya perneliharaan Iventaris ruang kantor 

13) Terwujudnya peningkatan Kualitas bangunan rurnah dinas,rnes,dan BPU 

14) Terwujudnya peningkatan target pencapaian PAD dan PBB kecarnatan 

15) Meningkatnya kinerja aparatur desa dan organisasi kernasyarakatan di 

kecamatan 

16) Terwujudnya peningkatan partisipasi rnasyarakat dalarn perencanaan 

pernbangunan 

17) Terrnonitomya kegiatan Raskin dan BBM yang tersebar di kecarnatan 

18) Terlaksananya perbaikan rurnah dan pernukirnan rurnah tidak layak huni 

19) Terlaksananya penertiban penjua1 sayur dan ikan keliling. 

Guna rnencapai sasaran pernbangunan tersebut , rnaka arah kebijakan yang 

ditetapkan, adalah: 
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a. Mengcmbangkan Pcmberdayaan Masyarakat melalui Program UMKM 

mandiri pedesaan. 

b. Meningkatkan akses khusus masyarakat rniskin terhadap pelayanan 

masyarakat. 

c. Optimalisasi Potensi Daerah yang berbasis pada sektor Pertanian, 

Peternakan dan Perkebunan serta Ekonorni Kerakyatan. 

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural di lingkungan 

Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Nunukan Nomor 

53 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Kccamatan dan Kelurahan dilingkungan Pcmerintahan Kabupaten Nunukan 

adalah sebagai berikut : 

1) TUGAS CAMAT 

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati; 

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 
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f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau 

kelurahan; 

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit keija Pemerintahan 

Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; 

1. Memimpin dan mengendalikan organisasi kecarnatan agar lebih 

berdaya guna dan berhasil guna; 

J. Melaksanakan monitoring dan menyusun bahan evaluasi serta 

pelaporan pelaksanaan tugas; 

k. Memberikan pembinaan dan araban serta penilaian kineija 

bawahan; 

I. Memberikan saran dan pertimbangan lepada atasan; dan 

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugas dan kewenangannya. 

2) TUGAS SEKRETARIS KECAMATAN 

a. mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-undangan, 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi 

Iainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya; 

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana keija dan anggaran di 

lingkungan Kecarnatan; 
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c. mengoordinasikan penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) di 

lingkungan unit kerja; 

d. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan 

unit kerja; e. membantu Camat mengoordinasikan penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat 

desa/kelurahan; 

e. membantu Camat mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan 

pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; 

f. mengelola administrasi surat menyurat, penggandaan dan 

pengarsipan tatalaksana rumah tangga Kecamatan; 

g. menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana Kecamatan; 

h. mengelola administrasi perlengkapan yang meliputi perencanaan 

kebutuhan, pengadaan, pendistribusian/pemanfaatan, pemeliharaan 

dan inventarisasi barang perlengkapan/perbekalan rumah tangga 

Kecamatan; 

1. melaksanakan pembinaan hubungan kemasyarakatan, urusan 

keprotokolan dan pendokumentasian serta kepustakaan di 

lingkungan Kecamatan; k. merumuskan bahan dan mengendalikan 

pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, 

verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan kecamatan; 

j. mengelola administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan 

Kecamatan; 
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k. menyusun perencanaan kebutuhan dan pengembangan kapasitas 

aparatur di lingkungan Kecamatan; . 

I. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun standar 

pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh Kecamatan; 

m. melaksanakan pengoordinasian dan evaluasi penyelenggaraan 

kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Bupati serta menyusun 

langkah tindak lanjutnya; 

n. mengoordinir pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan 

ganti rugi di lingkungan kecamatan; 

o. melakukan koordinasi dengan instansi/satuan unit kelja terkait 

sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang 

ketatausahaan/kesekretariatan serta menyiapkan petunjuk 

pemecahan masalah; 

q. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

bidang tugasnya masing-masing; 

r. melakukan pengawasan, memberikan petunjuk, bimbingan dan 

arahan serta penilaian terhadap kinelja bawahan; 

s. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas dapat sesuai dengan 

pedoman/ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan; 
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t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan lingkup tugasnya. 

a. TUGASKEPALASUBBAG~PENYUSUNANPROGRAM 

DAN KEUANGAN 

a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah 

peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya; 

b. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan 

unit kerja; 

c. mengoordinasikan penyusunan sasaran kerja pegawa1 (SKP) di 

lingkungan unit kerja; 

d. menyiapkan bahan yang dihimpun dari seluruh unit kerja dan 

melaksanakan penyusunan program kerja dan kegiatan di 

lingkungan kecamatan; 

e. menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi yang 

berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di 

lingkungan kecamatan; 

f. melakukan identiflkasi dan inventarisasi serta menyusun standar 

pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh Kecamatan; 
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g. mengelola administrasi dan petatausaha keuangan kecamatan yang 

meliputi pembukuan, verifikasi anggaran serta perbendaharaan 

termasuk pengendalian pengelolaan dokumen pelaksanaan 

anggaran di lingkungan kecamatan; 

h. melaksanaan pembinaan, bimbingan dan arahan bagi 

bendaharawan kecamatan; i. melaksanakan pengelolaan gaJI 

pegawai di lingkungan kecamatan; 

1. j.melaksanakan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran 

dan penatausahaan keuangan di lingkungan kecamatan sesuai 

dengan standar/pedoman yang telah ditetapkan; 

J. menyiapkan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan serta 

menyusun langkah tindak lanjutnya; I. menyiapkan bahan 

pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di 

lingkungan dinas; 

k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja 

terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

1. melaksanakan Inventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; 

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan 

dengan bidang tugasnya; 

n. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesua1 

bidang tugas masing-masing; 
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o. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian 

kinerja kepada bawahan; 

p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai 

lingkup tugasnya. 

b. TUGAS KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah 

peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya; 

b. menyusun rencana keJja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan 

unit keJja; 

c. mengoordinasikan penyusunan sasaran keJja pegawai (SKP) di 

lingkungan unit keJj a; 

d. menyusun dan mengelola administrasi surat menyurat, 

penggandaan dan pengarsrpan tatalaksana rumah tangga 

kecamatan; 

e. mengelola administrasi perlengkapan yang meliputi perencanaan 

kebutuhan, pengadaan, pendistribusianlpemanfaatan, pemeliharaan 

dan inventarisasi barang perlengkapanlperbekalan rumah tangga 

kecamatan; 
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f. menyelenggarakan pendokumentasian dan kepustakaan di 

lingkungan kecamatan; 

g. menyiapkan bahan pembinaan hubungan kemasyarakatan dan 

mengelola urusan keprotokolan di lingkungan kecamatan; 

h. mengelola administrasi, menyiapkan serta melaksanakan 

penyusunan bah an pembinaan orgamsas1 dan tatalaksana 

kecamatan; 

I. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan dan 

pengembangan kapasitas aparatur di lingkungan kecamatan; 

J. menyusun formasi pegawai dengan mengacu pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

k. mempersiapkan usul kepangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, 

hukuman disiplin, cuti, bebas tugas, pensiun, SKP dan lain-lain 

yang berhubungan dengan kepegawaian; 

I. menyusun dan memelihara data pegawai, daftar urut kepangkatan, 

formasi dan laporan kepegawaian; 

m. mengelola daftar hadir pegawai, peljalanan dinas pegawai, dan 

kesejahteraan pegawai; 

n. melaksanakan Inventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

o. melaksanakan koordimisi dan sinkronisasi dengan hi dang/unit kerja 

terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 
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p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan 

dengan bidang tugasnya; 

q. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesua1 

bidang tugas masing-masing; 

r. memberikan petunjuk, bimbingan dan araban serta penilaian 

kinerja kepada bawahan; 

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai 

lingkup tugasnya. 

c. TUGAS KEP ALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN UMUM 

a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan 

perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta 

data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang 

tugasnya; 

b. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan 

unit kerja; c. mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit 

kerja; 
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c. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Kecamatan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

d. melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat 

beragama di wilayah Kecamatan; 

e. mengoordinasikan dan memfasilitasi Iayanan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil; 

f. melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan Unit 

Pelaksana Teknis baik UPT Dinas maupun Badan yang berada di 

wilayah Kecamatan; 

g. melaksanakan koordinasi dan hubungan kexjasama serta fasilitasi 

dengan instansi vertikal yang berada di wilayah Kecamatan; 

h. melaksanakan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset 

Pemerintah Kabupaten di wilayah Kecamatan; 

1. membantu pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak 

yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan sesuru 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

J. melaksanakan pelayanan perijinan dan pemberian rekomendasi 

kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan lingkup 

kewenangan kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh 

Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; 

k. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 

pemerintahan kelurahan; 
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l. memberikan bimbingan, supems1, fasititasi dan konsultasi 

pelaksanaan administrasi kelumhan; 

m. melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi 

penyelengaman pemerintahan kelumhan; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas 

penyelenggaman kewenangan bidang pemerintahan yang telah 

dilimpahkan oleh Bupati serta merumuskan langkah tindak lanjutnya; 

o. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah; 

p. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/satuan unit 

keija terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam mngka mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

q. menjabarkan perintah atasan sesuai petunjuk I pedoman I ketentuan 

yang berlaku; 

r. melakukan pengawasan, memberikan petunjuk, bimbingan dan araban 

serta penilaian kineija bawahan; 

s. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis agar pelaksanaan tugas dapat sesuai dengan 

pedomanlketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan; 

t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelapomn sesuai bidang 

tugasnya; dan 
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u. melaksanakan tugas-tugas Iainnya yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan Iingkup tugasnya. 

d. TUGAS KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN 

KETERTffiAN 

a. menghimpun, menelaah dan rnengolah peraturan perundangundangan, 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi 

Iainnya yang berhubungan dengan tugasnya; 

b. menyusun rencana keija dan kegiatan serta anggaran di Iingkungan 

unit keija; c. mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit 

keija; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah 

Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

d. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan 

ketenteraman dan ketertiban umum sesuai Iingkup tugas dan 

kewenangan yang telah dilimpahkan di Iingkungan Kecamatan; 

e. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap kesatuan Polisi 

Pamong Praja dan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di 

wilayah Kecamatan; 

f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap upaya-upaya yang 

dilaksanakan oleh masyarakat dalarn rangka menciptakan dan 

memelihara · ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah 

Kecamatan; 
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g. melaksanakan penegakan atas pelaksanaan PERDA, Peraturan 

dan/atau Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan 

lainnya di wilayah Kecamatan; 

h. melaksanakan koordinasi dan hubungan keljasama serta fasilitasi 

dengan instansi/aparatur keamanan dalam rangka ketenteraman dan 

ketertiban umum di wilayah Kecamatan; 

i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja 

terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

j. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; 

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan 

bidang tugasnya; 

1. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang 

tugas masing-masing; 

m. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja 

kepada bawahan; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuar bidang 

tugasnya; dan 

o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup 

tugasnya. 

e. TUGAS KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 
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a. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah 

peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya; 

b. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan 

unit keija; 

c. mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit keija; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan 

penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan 

rakyat dalam wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan 

pembangunan di wilayah Kecamatan; 

f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan mendorong 

partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan 

pembangunan lingkup Kecamatan; 

g. menyelenggarakan forum musyawarah perencanaan pembangunan 

di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan; 

h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit. 

keija baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program 

keija dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja 

kecamatan; 
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1. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit 

kerja pemerintah maupun swasta; 

j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan desa dalam wilayah keijanya;. 

k. melakukan pembinaan dan pcngawasan tertib administrasi 

pemerintahan desa; I. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi 

dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa; 

I. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan 

perangkat desa; 

m. melakukan evaluasi penyelengaraan pemerintahan desa di tingkat 

kecamatan; 

n. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan 

pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana di wilayah 

kecamatan; 

o. melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan, 

kepemudaan, kepramukaan, kesenian dan kebudayaan, 

pemberdayaan wanita termasuk ketenagakerjaan dan perburuhan di 

wilayah Kecamatan; 

p. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan orgarusas1 

sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) 

termasuk PKK di wilayah Kecamatan; 
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q. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap lembaga adat 

dan suku !erasing di wilayah Kecamatan; 

r. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan 

pengungsi di wilayah Kecamatan; 

s. melakukan inventarisasi perrnasalahan yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah; 

· t. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/satuan unit 

kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

u. melakukan pengawasan, memberikan petu~uk, bimbingan dan 

araban serta penilaian kinerja bawahan; 

v. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas dapat sesuai dengan 

pedoman/ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan; 

w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang 

tugasnya; dan y. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan 

oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

f. TUGAS KEP ALA SEKSI SOSIAL EKONOMI DAN 

PENDAPATAN 

a. mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-undangan, 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan infonnasi 

lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya; 
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b. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan 

unit kerja; c. mengoordinasikan penyusunan SKP di Lingkungan 

unit keija; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kcbijakan 

penyelenggaraan sosial, ekonomi dan pendapatan dalam wilayah 

Kecamatan scsuai dengan ketentuan yang berlaku; 

d. memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan 

pelaksanaan penanggulangan masalah kcsejahteraan sosial; 

e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan 

perekonomian desa dan/a tau kelurahan; 

f. melaksanakan pengoordinasian, pcmbinaan dan pengawasan serta 

pelaporan Langkah-Langkah penanggulangan terjadinya pencemaran 

dan kerusakan Lingkungan termasuk pencegahan dan pengambilan 

SDA tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan 

lingkungan hidup di wilayah Kecamatan; 

g. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan 

kegiatan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan 

menengah; 

h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan 

pengembangan usaha swadaya masyarakat di wilayah kecamatan; 

i. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan 

pendapatan sesuat lingkup tugas dan kewenangan yang telah 

dilimpahkan; 
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J. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi terhadap potensi dan 

sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah Kecamatan; 

k. menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan atas wajib pajak dan 

wajib retribusi di wilayah Kecamatan; 

l. melaksanakan penetapan dan penagihan!pemungutan pajak dan 

retribusi daerah sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya 

di wilayah Kecamatan; 

m. menyelenggarakan penggalian dan pengembangan sumber-sumber 

pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi 

pendapatan daerah di wilayah Kecamatan; 

n. menyelenggarakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan 

instansi lainnya dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah di 

wilayah Kecamatan; 

o. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi teknis mengenai pl\iak 

dan retribusi daerah bagi masyarakat di wilayah Kecamatan; 

p. menerima dan menindaklanjuti keluhan dan pengaduan masyarakat 

berkaitan dengan pemungutan pendapatan daerah di wilayah 

Kecamatan; 

q. menyelenggarakan administrasi surat menyurat dan 

pendokumentasian bahan-bahan, data dan informasi penting 

lainnya di bidang pendapatan; 

r. melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijakan penyelenggaraan urusan pendapatan serta merumuskan 
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langkah tindak lanjutnya; t. melakukan koordinasi dan sinkronisasi 

dengan satuan!unit kerja terkait dalam rangka mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

s. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya; 

t. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan 

dengan bidang tugasnya; 

u. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

bidang tugas masing-masing; 

v. memberikan petunjuk, bimbingan dan araban serta penilaian 

kinerja kepada bawahan; 

w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

a. Visi 

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Kantor Camat 

akan di arahkan dan akan di capai agar tetap eksis, antisipasi dan 

inovatif. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Nunukan 

"Menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai Pusat Pertumbuhan ekonomi 

Berbasis Agrobisnis Menuju Masyarakat yang Maju, Aman, Adil dan 

Sejahtera", maka visi Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan adalah: 

"Mewujudka11 Kecamata11 Lumbis " Terca11tik." 

(Terbaik, Catrggill, da11 Simpatik) 
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b. Misi 

Untuk Mewujudkan Visi Kecamatan Lumis Tahun 2016 - 2021 

sebagainiana yang telah digariskan diatas, maka dipandang perlu pula 

untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh 

seluruh jajaran Kantor Kecamatan Lumbis yaitu sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan .. 

2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur. 

3. Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat Dalam Gerakan Pembangunan 

Motto:" KANTOR CAMAT LUMBIS". 

Memberikan Pelayanan dengan" MESRA". 

I. Mudah 

2. Efektif 

3. Sportif 

4. Ramah 

5. Akuntabel 

B. Hasil 

1. Gambaran Umum Program Rllskin 

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan 

pangan yang harus ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat. 

Masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan 
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secara tcrpadu mc1ibatkan bcrbagai scktor baik di tingkat pusat maupun 

daerah. Upaya tcrscbut dicantumkan da1am Rencana KcJja Pemerintah 

(RKP) tahun 2009 pada prioritas I yaitu Peningkatan Pe1ayanan Dasar dan 

Pembangunan Pcdcsaan, Program Raskin merupakan sa1ah satu program 

pada prioritas I fokus 1 tentang Pembangunan dan Penyempurnaan Sistcm 

Perlindungan Sosia1 khususnya Bagi Masyarakat Miskin. Instruksi Prcsiden 

Nomor 1 Tahun 2008 tcntang Kebijakan Perberasan menginstruksikan 

Menteri dan Kepa1a Lembaga Pemcrintah Non Departemen tertentu, serta 

Gubernur dan Bupati/Walikota sc1uruh Indonesia untuk me1akukan upaya 

peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pembangunan ekonomi 

pedesaan dan stabi1itas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum 

BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras 

bersubsidi bagi ke1ompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang 

pcmyediaannya mcngutamakan beras dari gabah petani da1am negeri. 

Penya1uran beras bersubsidi bagi ke1ompok masyarakat miskin bertujuan 

untuk mengurangi beban pcnge1uaran Rumah Tangga Miskin. Di samping 

itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin 

dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar 

masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat 

maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. 

Program Raskin masuk dalam klister I program penanggulangan kemiskinan 

tentang Bantuan dan Perlindungan Sosial, yang bersinergi dengan program 

pembangunan lainnya, seperti program perbaikan gizi, peningkatan 
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kesehatan dan pendidikan. Sinergi antar berbagai program ini penting dalam 

meningkatkan efektivitas masing-masing program dalam mencapai tujuan. 

Efektivitas Program Raskin 2009 dapat ditingkatkan melalui koordinasi 

antar lembaga/instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan 

dan pengendalian, denga mengedepankan peran penting partisipasi 

masyarakat. 

2. Dasar Hnkum 

Peraturan Perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskin 

adalah: 

a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, tentang Pangan. 

b. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). 

c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. 

d. Undang-Undang No. 41 Tahun 2008, tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. 

e. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan. 

f. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan 

UmumBULOG. 

g. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

h. Peraturan Presiden R1 No. 7 Tahun 2005, tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional2004-2009. 
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1. Peraturan Presidcn RI No. 54 Tahun 2005, tentang Tim Koordinasi 

Penanggu Iangan Kemiskinan. 

J. Peraturan Presiden RI No. 38 Tahun 2008, ten tang Rencana Ke!ja 

Pemcrintah 2009. 

k. lnprcs Nomor l Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional. 

l. Pennendagri No. 59 Tahun 2007 tentang "Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

3. Tujuan dan Sasaran 

a. Tujuan 

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah 

Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok 

dalam bentuk beras. 

b. Sasaran 

Sasaran Program Raskin Tahun 2009 adalah berkurangnya 

bcbanpengeluaran 18,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) bcrdasarkan 

data Badan Pusat Statistik (BPS), melalui pendistribusian beras 

bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga 

tebus Rp L.600 per kg netto di tempat penyerahan yang disepakati (Titik 

Distribusi atau Warung Desa). 

43301.pdf



94 

4. Pengelolaan dan Pengorganisasian 

a. Prinsip Pengelolaan 

Prinsip pengelolaan Raskin adalah nilai-nilai dasar yang menjadi 

landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan 

rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya 

tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai 

berikut: 

I) Keberpihakkan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima 

Manfaat (RTS-PM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM 

dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan 

terjangkau. 

2) Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada 

pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM, yang harus 

mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat 

melakukan pengawasan secara mandiri. 

3) Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM 

berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Program 

Raskin, mulai dari perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan 

pengendalian. 

4) Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan 

Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai 
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dengan peraturan dan kctentuan yang berlaku atau yang telah 

disepakati. 

b. Pengorganisasian 

Untuk kcefektifan Program Raskin Tahun 2009, dibentuk Tim 

Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan 

sebagai pelaksana Program Raskin. Penanggungjawab pelaksanaan 

Program Raskin di Pusat adalah Menteri Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat; di Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota 

adalah Bupati!Walikota dan di Kecamatan adalah Camat. 

l) Tim Koordinasi Raskin Pusat 

Tim Koordinasi Raskin Pusat beranggotakan unsur dari 

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 

Kementcrian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian 

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Departeman Keuangan, Departemen 

Dalam Negeri, Departemen Sosial, Depatemen Sosial, Kementcrian 

Negara BUMN, Badan Pusat Statistik, Badan Pengawas Kcuangan 

dan Pembangunan (BPKP), dan Perum BULOG. 

a) Kedudukan 

Tim Koordinasi Raskin Pusat berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat. 

b) Tugas 
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Melaksanakan koordinasi kebijakan perencanan dan 

anggaran, pelaksanaan dan distribusi, fasilitasi, 

monitoringdan evaluasi serta menerima pengaduan dari 

masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin. 

c) Fungsi 

Mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan Raskin 

sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan. 

d) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Pusat 

Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri dari Pengarah, Pelaksana 

dan Sekretariat. Pengarah terdiri dari Ketuadan unsur 

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan 

anggota terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, Departemen Dalam Negeri, Departemen 

Keuangan, Departemen Sosial, BPS, Kementerian Negara 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, BPKP dan Perum BULOG. 

Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua/Ketua Bidang dan 

Anggota. Ketua Pelaksana adalah Deputi Bidang Koordinasi 

Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Wakil Ketua 

UBidang Kebijakan Perencanaan adalah Direktur Pangan dan 

Pertanian Bapptmas; Wakil Ketua IUBidang Kebijakan 

Anggaran adalah Direktur Anggaran III, Ditjen Anggaran 

43301.pdf



97 

Departemen Keuangan; Wakil Ketua III/Bidang Pelaksanaan 

dan Distribusi adalah Direktur Pelayanan Publik Perum 

BULOG; Wakil Ketua [V/Bidang Fasilitasi, Monev dan 

Pengaduan adalah Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat 

Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri. Anggota Tim terdiri 

dari unsur-unsur Kementerian Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, Kementerian Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasionai/Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, 

Departemen Sosial, Departemen Pertanian, Kementerian 

Negara BUMN, Badan Pusat Statistik, BPKP, dan 

Perusahaan Umum BULOG. 

2) Tim Koordinasi Raskin Provinsi 

a) Koordinasi 

Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksanaan Program 

Raskin di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Gubemur. 

b) Tugas 

Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai tugasnya 

merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, 

monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program 

Raskin di wilayah Provinsi. 
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c) Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin 

Provinsi mempunyai fungsi: 

'-' Koordinasi perencanaan Program Raskin di Provinsi. 

'-' Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, 

penyebarluasan informasi Program Raskin. 

'-' Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim 

Koordinasi Raskin Kabupaten!Kota. 

'-' Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di 

Kabupaten/Kota. 

d) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin 

Provinsi 

Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari Penanggung 

jawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: 

Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan 

Masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Gubemur. 

Tim Koordinasi Raskin Provinsi beranggotakan unsur-unsur 

instansi terkait di tingkat Provinsi antara lain Setda, Bappeda, 

Badan/Instansi/Lembaga yang berwenang dalam 

pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat 

Statistik, Badan/Instansi/Kantor yang berwenang dalam 

ketahanan pangan, Perwakilan BPKP dan Divisi 
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Regional/Sub Divisi Regional Perum BULOG dan lembaga 

lain sesuai dengan kondisi dan kcbutuhan. 

3) Tim Korrdinasi Raskin Kabupaten/Kota 

a) Kedudukan 

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksanaan 

Program Raskin di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. 

b) Togas 

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai 

tugasnya mercncanakan, melaksanakan, mengendalikan, 

sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

Program Raskin di wilayah Kabupaten/Kota. 

c) Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin 

Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: 

-/ Merumuskan perencanaan Program Raskin di 

Kabupaten/Kota. 

-/ Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, 

penyebarluasan informasi Program Raskin di 

Kabupaten/Kota. 

-/ Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim 

Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi 

di Desa/Kelurahan. 
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../ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di 

Kecamatan, Desa/Kelurahan. 

d) Struktur dan Keanggotaau Tim Koordiuasi Raskin 

Kabupateu/Kota 

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari 

Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang 

antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan 

Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan 

Bupati/W alikota. Tim Koordinasi Raskin Provinsi 

beranggotakan unsur-unsur instansi terkait di tingkat 

Kabupaten/Kota an tara lain Setda, Bappeda, 

Badau!Instansi/Lembaga yang berwenang dalam 

pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat 

Statistik, Badanllnstansi/Kantor yang berwenang dalam 

ketahanan pangan, Perwakilan BPKP dan Divisi 

Regional/Sub Divisi Regional Perum BULOG dan lembaga 

lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. 

4) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan 

a) Kedudukan 

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksanaan 

Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Camat. 
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b) Tugas 

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugasnya 

merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, 

monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program 

Raskin di wilayah Kabupaten/Kota. 

c) Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin 

Kecamatan mempunyai fungsi: 

-1' Merumuskan perencanaan Program Raskin di 

Kecamatan. 

-" Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, 

penyebarluasan infonnasi Program Raskin di 

Kecamatan. 

-1' Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pelaksana Distribusi di Kecamatan. 

-" Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di 

Desa/Kelurahan. 

d) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin 

Kecamatan 

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari Penanggung 

jawab yaitu Camat, Ketua yaitu Sekretaris Kecamatan, 

Sekretaris yaitu Kasi Kesejahteraan Sosial, dan Anggota 

terdiri dari aparat Kecamatan, Koordinator Statistik 
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Kecamatan (KSK), anggota Satker Raskin dan pihak terkait 

yang dipandang perlu. 

5) Pelaksana Distribusi Raskin 

a) Kedudukan 

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Camat!Kepala Desa/Lurah. 

b) Tugas 

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas: 

../ Menerima beras dari Satker Raskin dan menyerahkan 

kepada RTS-PM di Titik Distribusi . 

../ Menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) dari RTS-PM 

dan menyerahkan kepada Satker Raskin atau menyetor 

ke Rekening HPB BULOG di Bank yang ditetapkan . 

../ Menyelesaikan administrasi Distribusi Raskin (BAST 

danDPM-2) 

6) Warung Desa 

a) Kedudukan 

Warung Desa berkedudukan di bawah dan bertauggung 

jawab kepada Kepala Desa/Lurah. 

b) Togas 

../ Menerima, men)'lmpan, menjual beras Raskin kepada 

RTS-PM yang telah ditetapkan melalui Musyawarah 
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Desa/Kelurahan dan tercantum dalam model DPM-1 

dengan harga Rp. 1.600/kg . 

.(' Menyetorkan uang basil penjualan Raskin kepada Satker 

Raskin . 

.(' Membuat administrasi persediaan dan realisasi penjua1an 

beras Raskin. 

c) Fungsi 

.(' Pendistribusian beras Raskin kepada RTS-PM . 

.(' Penerimaan uang hasil penjualan beras Raskin secara 

tunai dari RTS-PM dan penyetomya kepada Satker 

Raskin atau ke rekening HPB BULOG di Bank yang 

ditetapkan . 

.(' Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM. 

7) Satker Raskin 

a) Kedudukan 

Satker Raskin bcrkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum 

BULOG sesuai tingkatannya. 

b) Togas 

Satker Raskin mempunyai tugas: 

.(' Mengangkut beras dari gudang Perum BULOG sampai 

dengan Titik Distribusi/Warung Dcsa dan mcnyerahkan 
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kepada Pelaksana Distribusi/Pemilik-Pengelola Warung 

Desa di Titik Distribusi/W arung Desa . 

../ Menerima uang HPB dari Pelaksana!Distribusi/Pemilik 

Pengelola Warung Desa dan menyetorkan ke rekening 

HPB BULOG di bank yang ditetapkan . 

../ Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin (DO, 

GDIK, BAST, MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda 

Terima/kuitansi dan Bukti Setor Bank) serta 

mengumpulkan DPM-2 dari Titik Distribusi atau 

Warung Desa . 

../ Melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya 

kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog secara periodik 

setiap bulan atau sesuai kebutuhan. 

5. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) 

a. Penetapan RTS-PM di Desa/Kelurahan menggunakan data BPS 

yang terdiri dari Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin dan 

Hampir Miskin. Daftar RTS-PM di setiap Desa/Ke!urahan dibuat 

berdasarkan nama-nama Rumah Tangga Sasaran basil pendataan 

BPS tahun 2008 yang ditetapkan dalam DPM-1 dan 

ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah serta disahkan oleh 

Camat. 

b. Apabila terdapat-nama-nama RTS data BPS yang tidak sesuai 

dengan data riil di Desa/Kelurahan, maka dilakukan musyawarah 
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Desa/Kelurahan sebagai media verivikasi dengan tanpa mengubah 

jumlah Pagu RTS-PM setiap Desa/Kelurahan. Dalam 

musyawarah Desa/Kelurahan melibatkan aparat Desa!Keluirahan, 

tokoh masyarakat dan perwakilan dari RTS yang dinyatakan tidak 

sesuai mcliputi: 

I) RTS pindah ke luar Desa!Kelurahan. 

2) RTS yang sudah tidak layak scbagai penerima manfaat 

(meningkat menjadi rumah tangga mampu). 

Terhadap kedua kelompok RTS tersebut dapat digantikan dengan 

rumah tangga lain yang menurut musyawarah Desa!Kclurahan 

dianggap layak menerima Raskin. Terhadap nama kepala RTS yang 

telah meninggal dunia dan masih dianggap layak mcnerima Raskin 

maka digantikan oleh anggota rumah tangganya sesuai data RTS BPS. 

c. Kesepakatan hasil verifikasi Musyawarah Desa!Kelurahan ditetapkan 

sebagai RTS-PM dan dicanturnkan dalam DPM-1 yang ditandatangani 

oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat. RTS-PM yang 

telah terdaftar dalam DPM-1 diberi Kartu Raskin sebagai identiras 

Rumah Tangga yang berhak menerima Raskin. 

d. Data RTS-PM di Desa!Kelurahan dirckap di tingkat Kecamatan 

dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten!Kota sebagai 

dasar penerbitan SPA. 
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Tabel 4. 16 Data Penerima Raskin Kecamatan Lumbis 

KET 

Pada Tabe l.4 .16. terlihat penenma raski n Tahun 20 15 sebanyak 

565,tahun 20 16 sebanyak 587 ,tahun 2017 sebanyak 655 .sedangkan 

tahun 20 15 masyarakat yang tidak menerima raskin sebanyak 

13 13,tahun 2016 sebanyak 1245 ,tahun 2017 sebanyak 1187 
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6. Mekanisme Distribusi dan Administrasi 

Distribusi bcras dari. gudang BULOG sampai kepada RTS-PM dapat 

dilaksanakan dengan salah satu dari 2 (dua) alternatif pola distribusi, yaitu 

Raskin melalui Titik Distribusi atau melalui Warung Desa. Pemilihan 

alternatif pola distribusi dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan 

sumberdaya yang ada scrta discpakati antara Divre/Subdivre/Kansilog 

dengan Pemerintah Kabupatcn!Kota. 

a. Raskin Melalui Titik Distribusi 

Pendistribusian beras dari gudang BULOG ke Titik Distribusi di 

Desa/Kclurahan atau tempat lain yang telah disepakati antara 

Pemerintah Kabupaten!Kota dcngan Divre/Subdivre/Kansilog sebagai 

berikut: 

1) Prosedur dan Administrasi Distribusi 

a) Bupati/Walikota mengajukan Sural Permintaan Alokasi 

(SPA) kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog berdasarkan 

alokasi pagu Raskin dan rckap RTS-PM di masing-masing 

Kecamatan dan Desa/Kelurahan. 

b) Berdasarkan SPA, 

menerbitkan SPPB/DO 

Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog 

beras untuk masing-masing 

Kecamatan/Desa! Kelurahan kepada Satker Raskin pada saat 

beras akan didistribusikan ke Titik Distribusikan. Apabila 

terdapat Desa/Kelurahan yang menunggak pembayaran HPB 
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pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk 

Desa/Kelurahan tersebut ditangguhkan sampai ada pelunasan. 

c) Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di 

gudang Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras 

Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi. 

d) Pelaksana Distribusi menyerahkanlmenjual beras kepada 

RTS-PM pemegang kartu Raskin secara perorangan atau 

kelompok yang mewakili RTS-PM. 

e) Penyerahan beras di Titik Distribusi dituangkan dalam BAST 

yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana 

Distribusi yang menerima beras Raskin serta diketahui oleh 

Kepala Desa/Lurah/Camat atau pejabat yang mewakili dan 

distempel Desa/Kelurahan/Kecamatan. 

f) Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST di setiap 

Kecamatan sesuai Format MBA-0 yang ditandatangani 

Satker Raskin dan Camat atau pejabat yang mewakili dan 

distempel Kecamatan. 

g) Divre/Subdivre/Kansilog membuat rekapitulasi MBA-0 di 

setiap Kabupaten/Kota sesua1 Format MBA-I yang 

ditandatangani oleh Kadivre!Kasubdivre!Kakansilog dan 

Bupati/Walikota atau pejabat yang mewakili dan distempel 

Kabupaten/Kota dan Divre/Subdivre/Kansilog. 
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h) Pembuatan MBA-I bisa dilakukan secara bertahap tanpa 

harus menunggu MBA-0 selesai seluruhnya. Setelah MBA-I 

selesai ditandatangani segera dikirimkan Ice Divre dengan 

dilampiri copy SPA dan rekap SPPB/DO (MDO). 

i) Scbelum dikirim Ice Divre, dokumen administrasidistribusi 

tersebut diverifikasi tcrlebih dahulu untuk kelengkapan dan 

ketcpatannya. 

2) Mekanisme Pembayaran dan Administrasi 

a) Pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana 

Distribusi pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 

1.600/kg netto. 

b) Pembayaran HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi kcpada 

Satker Raskin dilakukan setelah menerima HPB Raskin dari 

RTS-PM. 

c) Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksan Distribusi dari 

RTS-PM harus langsung diserahk:an kepada Satker Raskin 

atau disetor langsung Ice rekening HPB BULOG melalui 

Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi. 

d) Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda 

Terima Pembayaran rangkap 3 oleh Satker Raskin. 

e) Apabila RTS-PM tidak mampu membayar tunai, maka 

prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan jaminan 

tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dik:etahui Camat dan 
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di1ampiri Daftar Nama RTS-PM yang belum membayar 

secara tunai. Pelunasan selambat-lambatnya dilakukan 

sebe1um jadwal pendistribusian periode berikutnya. Apabi1a 

sampai batas waktu pelunasan tidak dipenuhi, maka alokasi 

Raskin periode berikutnya ditunda sampai pelunasannya 

dise1aesaikan. 

f) Apabila HPB Raskin yang diterima Pe1aksana Distribusi dari 

RTS-PM pada bulan berikutnya belum disetorkan kepada 

Satker Raskin atau rekening HPB di bank, maka Tim 

Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melakukan upaya 

penagihan dan apabila tidak berhasil dapat melaporkan 

kepada penegak hukum serta tugas sebagai Pelaksana 

Distribusi diberhentikan. 

g) Kabupaten/Kota!Kecamatan/Desa/Kelurahan dapat 

menyediakan dana talangan untuk pembayaran HPB Raskin 

bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar secara tunai. 

b. Raskin melalui Warung Desa 

Pendistribusian beras dari gudang BULOG langsung ke Warung Desa 

yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan 

Divre/Subdivre/Kansilog sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari 

Satker Raskin kepada Pengelola Warung Desa. Adapun kriteria dan 

mekanisme penetapan Warung Desa serta penjelasan administrasi 

distribusinya sebagai berikut: 
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l) Prosedur dan Administrasi Distribusi 

a) Pcmcrintah Kabupaten!Kota mengajukan surat permintaan 

alokasi (SPA) kepada Kadivre/Kasubdivrc!Kakansilog 

berdasrkan alokasi pagu Raskin dan rekap daftar RTS-PM dari 

seluruh Kecamatan yang dirinci per Desa/Kelurahan. 

b) Berdasarkan SPA, Divre/Subdivre/Kansilog menerbitkan 

SPPB/DO beras untuk Raskin di 
. . 

masmg-masmg 

Kecamatan!Desa/Kelurahan kepada kepala gudang tempat 

pcnyimpanan beras yang akan disalurkan. 

c) SPPB/DO beras diserahkan kepada Satker Raskin yang akan 

mengambil beras dari gudang BULOG, mengangkut dan 

menyerahkan kepada Warung Dcsa sesuai jumlah RTS-PM 

yang dilayani di masing-masing Warung Desa.Penyerahan 

beras dibuatkan BAST yang ditandatangani oleh Satker Raskin 

dan pemiliklpengelola Warung Desa serta diketahui Kepala 

Desa!Lurah setempat dan distempel Desa/Kelurahan. 

d) Pemiliklpengelola Warung Desa menjual beras Raskin kepada 

RTS-PM yang memiliki kartu Raskin dan terdaftar da1am 

DPM-1 di wilayah kerja Warung Desa yang bersangkutan. 

Penjualan beras kepada RTS-PM sekaligus sesuai jatah alokasi 

15 kg!RTS atau secara bertahap sesuai daya beli RTS-PM. 

43301.pdf



112 

e) Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST Warung Desa di 

setiap Desa/Ke1urahan yang ditandatangani o1eh Satker Raskin 

dan Kepala Desa!Lurah atau yang mewaki1i dan distempe1 

Desa!Ke1urahan. 

f) Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST di setiap 

Kecamatan sesuai fonnat MBA-0 yang ditandatangani oleh 

Satker Raskin dan Camat atau pejabat yang mewakili dan 

distempe1 Kecamatan. 

g) Divre/Subdivre/Kansi1og membuat rekapjtu1asi MBA-0 di 

setiap Kabupaten!Kota sesua1 Format MBA-I yang 

ditandatangani o1eh Kadivre!Kasubdivre/Kakansi1og dan 

Bupati!W a1ikota atau pejabat yang mewaki1i dan dis tempe! 

Kabupaten!Kota dan Divre/Subdivre/Kansilog. Pembuatan 

MBA-I bisa di1akukan secara bertahap tanpa harus menunggu 

MBA-0 se!esai seluruhnya. Setelah MBA-I selesai 

ditandatangani segera dikirimkan ke Divre dengan dilampiri 

copy SPA dan rekap SPPB/00 (MOO). 

h) Sebelum dikirim ke Divre, dokumen administrasidistribusi 

tersebut diverifikasi terlebih dahulu untuk kelengkapan dan 

ketepatannya. 

2) Pembayaran dan Administrasi 

Pembayaran HPB Raskin dari pemilik /penge1o1a Warung Desa 

kepada Satker Raskin pada dasrnya di1akukan secara konsinyasi 

43301.pdf



I I 3 

dengan harga Rp. 1.600/kg netto di Warung Desa. Sedangkan 

pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pemilik/pengelola 

Warung Desa dilakukan secara tunai Rp. 1.600/kg netto di Warung 

Desa. 

7. Pemantauan dan Evaluasi 

a. Pemantauan 

I) Pemantauan Program Raskin bertujuan untuk mengetahui 

kesesuaianproses pelaksanaan Program Raskin dengan rencananya. 

2) Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, 

Provinsi, Kabupaten!Kota dan Kecamatan atau pihak lain yang 

ditunjuk sesuai kebutuhan. 

3) Waktu pelaksanaan pemantauan Program Raskin dilakukan secara 

periodik dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan. 

4) Hasil pemantauan dibahas secara beijenjang dalam Rapat Tim 

Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten!Kota dan 

Kecamatan sesua1 dengan ruang lingkup dan bobot 

permasalahannya untuk ditindaklanjuti. 

b. Evaiuasi 

I) Evaluasi Program Raskin bcrtujuan untuk menilai pencapatan 

target dan efektifitas pelaksanaan Program Raskin berdasarkan 

indikator kineija yang ditetapkan. 

2) Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin dilakukan oleh Tim 

Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten!Kota. Dalam 
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pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan 

lembaga independen. 

3) Evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik danlatau sesuai 

dengan kebutuhan. 

4) Hasil evaluasi Program Raskin dibahas dengan instansi/pihak 

terkait dan dilaporkan kepada pananggung jawab Program Raskin 

sesuai dengan tingkatan wilayahnya. 

8. lndikator Kinerja Program 

Indikator Kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6T 

yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, 

Tepat Waktu, Tepat Adrninistrasi dan Tepat Kualitas. 

a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat; Raskin hanya diberikan kepada 

RTS-PM Raskin basil musyawarah Desayang terdaftar dalam Daftar 

Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas. 

b. Tepat Jumlah; Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM 

adalah sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan. 

c. Tepat Harga; Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/kg netto di 

Titik Distribusi/Warung Desa. 

d. Tepat Waktu; Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM 

Raskin sesuai Rencana Distribusi. 

e. Tepat Administrasi; Terpenuhinya persyaratan administrasi secara 

benar, lengkap dan tepat waktu. 
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f. Tepat Kualitas; Tepatnya persyaratn kualitas beras sesuai dengan 

standar kualitas beras BULOG. 

9. Sosialisasi 

Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan penunJang program untuk 

memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan 

benar kepada seluruh pemangku kepentingan tcrutama kepada pelaksana, 

Rumah Tangga Sasaran Pcnerima Manfaat (RTS-PM) dan masyarakat 

umum meliputi latar belakang, kebiajakan pemerintah, tujuan, sasaran, 

pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak dan 

kewajiban masing-masing. 

Sosialisasi Program Raskin dapat dilakukan melalui berbagai cara yang 

efektif an tara lain sebagai berikut: 

a. Rapat Koordinasi 

Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Raskin secara 

berjenjang di seluruh tingkatan mulai dari Pusat, Provinsi, 

Kabupaten!Kota, Kecamatan sampai Dcsa!Kelurahan. Materi yang 

disosialisasikan meliputi kebijakan, program, dan mekanisme 

pelaksanaan yang telah disusun claim Pedum Raskin 2009. 

b. Media Massa 

Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan 

memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media 

massa dilakukan melalui media cetak antara lain koran, majalah 
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maupun media e1ektronik seperti radio, te1evisi dan internet, baik di 

tingkat Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

c. Media Lainnya 

Sosia1isasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya 

antara lain poster, buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum 

keagamaan, budaya, arisan dan lain-lain yang dikembangkandalam 

bahasa lokal maupun Nasional. 

C. Pembahasan 

l. Kebijakan Program Raskin 

Hasil pene1itian menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada 

saat tahap perencanaan menyebabkan program pelaksanaan Raskin 

terkesan "dipaksakan". Keterbatasan waktu tersebut turut 

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan 

dan keseluruhan program. Dalam pentargetan ditemui adanya 

kesalahan sasaran (mistargeting) meskipun dalam tingkat yang 

re1atif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak 

miskin yang menjadi penerima Raskin (leakage) dan adanya rumah 

tangga miskin yang belum menjadi penerima (undercoverage). 

Beberapa faktor yang diperkirakan melatarbelakangi kesalahan 

sasaran adalah: 
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a. Tidak meratanya kapasitas pencacah yang tidak ditunjang oleh 

pelatihan dan bimbingan yang memadai; 

b. Cukup tingginya subyektivitas pencacah dan juga ketua-ketua 

SLS (Satuan Lingkungan Setempat) yang bertugas mendaftar 

rumah tangga miskin 

c. Prosedur penyaringan rumah tangga miskin (RTS) tidak 

dilakukan secara seksama 

d. Pencacah tidak selalu mendatangi rumah tangga yang dicacah 

c. Terdapat indikasi adanya penjatahanjumlah rumah tangga target 

sampai di tingkat rukun tetangga (R T) 

f. Indikator kemiskinan yang digunakan kurang sensitif dalam 

menangkap kondisi sosial-ekonomi rumah tangga secara utuh; 

g. Konsep keluarga atau rumah tangga sasaran (RTS) Raskin tidak 

ditetapkan secara tegas. 

Dari basil pengamatan berdasarkan wawancara di lapangan dengan 

penerima raskin mengatakan bahwa 

"penerima raskin di kecamatan lumbis sudah cukup baik 

namun masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan 

kenyataan". 

Demikian juga yang dikemukakan oleh salah satu penyalur raskin 

yang mengatakan bahwa 

"pihak kecamatan telah melakukan pendataan sesuai dengan 

prosedur sehingga penerima raskin menjadi tepat sasaran". 
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Hasi l wawancara terse but, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya 

masyarakat sudah paharn terhadap prosedur penerima raskin 

sehingga tidak ada komplain dari masyarakat karena pendataan telah 

dilakukan dengan baik dari tingkat kecarnatan hingga desa. 

Kebijakan Program Raskin bagi rumah tangga miskin diharapkan 

dapat menekan peningkatan proporsi penduduk miskin. Namun, 

tingkat kemiskinan akan semakin tinggi jika tingkat ketepatan 

semakin rendah. Sementara itu, masalah ketepatan sasaran sendiri 

dipengaruhi oleh mekanisme penentuan!identiftkasi sasaran. 

Mengingat sasaran program adalah rumah tangga miskin, kriteria 

dan mekanisme penentuan atau pengukuran kemiskinan rnenjadi 

sangat penting, walaupun konsep dan pengukuran kemiskinan itu 

sendiri masih diperdebatkan oleh banyak kalangan. 

Pengukuran kemiskinan dapat dibedakan dalam dua tingkatan, 

ukuran kemiskinan makro dan mikro. Ukuran kemiskinan makro 

biasanya diperlukan untuk pentargetan wilayah (geographic 

targeting), sedangkan ukuran kemiskinan mikro dibutuhkan untuk 

sasaran rumah tangga/keluarga. Pemetaan kemiskinan (poverty 

mapping), baik yang dihasilkan oleh BPS untuk seluruh wilayah 

Indonesia menyediakan ukuran-ukuran kemiskinan untuk berbagai 

tingkatan wilayah dari provinsi sampai dengan desa/kelurahan, yang 

merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan 

pentargetan kewilayahan. Sedangkan untuk pengukuran kemiskinan 
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mikro, yaitu rumah tangga/keluarga, dibutuhkan suatu !criteria 

opcrasional yang dapat dengan mudah digunakan untuk 

mengidentifikasi siapa dan bagaimana orang miskin. Untuk tujuan 

tersebut, umumnya digunakan pendekatan kamkteristik rumah 

tangga. 

2. Manfaat Raskin yang diterima 

Hasil penclitian menunjukkan bahwa sccara umum tingkat 

kepuasaan penerima terhadap pelaksanaan mskin adalah paling 

tinggi dibanding tingkat kcpuasan aparat/tokoh desa/kelurahan atau 

kabupaten/kota. Meskipun demikian, penerima maupun aparat/tokoh 

di tingkat desalkelumhan dan kabupaten/kota menilai sosialisasi 

merupakan aspek yang paling tidak memuaskan. Sedangkan cara 

pencairan Raskin merupakan aspek yang paling memuaskan. Hasil 

wawancara mendalam bukan penerima juga menunjukkan kondisi 

tingkat kepuasan yang tidakjauh berbeda. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa sepanjang pelaksanaannya tepat 

sasaran akan menjadi sangat baik. untuk masyarakat yang 

membutuhkan, sehingga merasa terbantu dengan keberadaan raskin. 

Pedoman umum Raskin mcnunjukkan bahwa tujuan program Raskin 

adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui 

pemenuhan pembagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk 

beras. Hal tersebut sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh warga 

seperti yang dikemukakan oleh salah satu penerima raskin 
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"sangat bermanfaat sekali untuk warga karena harganya murah, 

sehingga pengeluaraan warga untuk perbulannya menjadi lebih 

ringan karena penghasilan kami yang tidak besar" 

Hal in juga dibenarkan oleh pejabat pelaksana penyalur raskin yang 

mengatakan bahwa 

"dengan adanya program raskin sangat membantu untuk 

kalangan warga yang kurang mampu, mapu meningkatkan 

ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan". 

Dari basil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

sangat senang dengan adanya Raskin, merasa mendapatkan manfaat 

dan terbantu dalam hal kebutuhan pangan pokok. Warga juga 

mengharapkan program ini dapat terus betjalan karena sangat 

membantu namun sesuai dengan mekanisme kontrol sehingga tepat 

sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat 

administrasi. 

3. Ketepatan saranan Program Raskin 

Penentuan RTS yang dapat menerima raskin sudah diputuskan oleh 

desa yaitu dari BPS, berupa kartu yang sudah ada nama dan 

alamatnya. Namun masih ada warga miskin yang tidak menerima 

raskin, sehingga peran dari ketua RT sangat penting dalam hal 

penyaluran raskin. Menurut basil wawancara menyatakan bahwa 
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"untuk dari dcsa masih scrmg ada kekurangan data warga 

miskin sehingga ada masyarakat yang tidak tcrdaftar scbagai 

penerima namun selayaknya menerima raskin". 

Hasi1 wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa data BPS masih 

sering terjadi kesa1ahan berupa pendataan yang salah sasaran (ada 

warga yang sudah tergolong mampu dapat kartu Raskin, seba1iknya 

yang miskin tidak dapat). Ketepatan penerima raskin sela1u menjadi 

permaslaahan disetiap pembagian dikarenakan kurangnya koordinasi 

dari pemerintah pusat kepada pemcrintah daerah selaku pelaksana 

program raskin dalam hal ini pihak kecamatan dan bulog. 

Hal ini sejalan dengan penclitian yang dilakukan Dewi Nurul Aisyah 

dkk yang mengatakan bahwa 

"Pada kenyataannya ketepatan target yang terjadi di Kelurahan 

Rowosari belum berjalan sesuai dengan pedoman umum 

raskin. Sebab masyarakat Kelurahan Rowosari yang tidak 

termasuk dalam data RTS merasa berhak mendapatkan raskin 

juga. Sehingga yang menjadi tujuan dari program raskin tidak 

bisa tercapai sepenuhnya." 

Pada dasarnya, kesederhanaan birokrasi penyelenggaraan program 

Raskin yang diserahkan kepada Bulog dan pemerintah daerah 

merupakan kunci keefisienan pe1aksanaan program ini. Persoalan 

kemudian muncullebih karena kedua pelaksana tersebut adalah instansi 

yang para karyawannya biasa bekerja dengan pendekatan teknis, 
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sementara kemiskinan merupakan persoalan yang berdimensi jamak 

dan memerlukan pendekatan sosial, ekonomi, dan politik secara 

komprehensif. 

4. Kejelasan Implementor tentang Program Raskin 

Implementasi Program Raskin akan beljalan efektif apabila ukuran

ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu 

yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan 

ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan 

secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari 

ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor 

mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. 

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat 

kompleks dan rumit. Agar implementasi beljalan efektif, siapa yang 

bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui 

apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi 

kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti 

secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. 

Permasalahan yang muncul menyangkut pentargetan dan penyaluran 

Program Beras Miskin terkait dengan Iemahnya sosialisasi program. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran raskin 

dilakukan sesuai dengan alur yang ditentukan, mulai dari perencanaan 

penyaluran dengan melakukan rapat dengan pihak-pihak yang terlibat 

dan proses penyaluran raskin. Melakukan sosialisasi ke desa-desa 
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tentang penyaluran raskin dan pendistribusian ruskin yang disesuai 

dengan administrasi penerima ruskin. Selanjutnya melakukan pelaporan 

setelah pelaksanaan raskin sehingga dapat dilakukan cvaluasi terhadap 

proses pelaksanaan, dan mcnerima segala bcntuk saran dan kritik dari 

masyarakat yang dilanjutkan dengan melakukan rapat intern untuk 

perbaikan. Namun informasi yang diberikan tidak menyeluruh diterima 

oleh masyarakat hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Kusnan dan Endang yang mengatakan bahwa 

"Sosialisasi pihak desa kepada masyarakat yang mengandalkan 

penyebaran informasi dari aparat desa dan petugas pembagi 

merupakan salah satu titik lemah program. Umumnya 

masyarakat dan penerima manfaat tidak memperoleh infonnasi 

program secara menyeluruh ten tang Program Raskin." 

Sehingga ini dapat dijadikan balm evaluasi oleh pemerintah kabupaten 

nunukan dan pihak kecamatan selaku penyelenggaran program Raskin. 

5. Kualitas dan Kuantitas SDM sebagai Implementor 

Keberhasilan sebuah program didukung oleh sumber daya yang 

memadai, dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga sumber daya 

manusia yang ada mencukupi bagi pclaksanaan program. Sumber daya 

pelaksana program di lingkungan kecamatan lumbis boleh dikatakan 

cukup berpendidikan dan berpengalaman akan tetapi untuk 
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meningkatkan pengetahuannya perlu ada penyuluhan dan pelatihan agar 

kualitasnya mencukupi. 

Penunjukan Bulog sebagai salah satu pelaksana program Raskin tidak 

lepas dari kapasitas teknisnya untuk mencairkan beras bagi rumah 

tangga penerima. Penunjukan ini antara lain mengacu pada syarat 

kredibilitas dan pengalaman yang telah dimilikinya, mengingat Bulog 

lazim dilibatkan dalam urusan distribusi beras. Kredibilitas lainnya juga 

berkaitan dengan luasnya jaringan dan etos kerja yang dinilai 

profesional. Kepiawaian Bulog dalam layanan penyaluran beras telah 

terbukti melalui program-program sosial terdahulu. Ditinjau dari 

kapasitas jaringannya, cabang Bulog tersebar di hampir semua 

kabupaten/k:ota. 

Meski demikian, kelayakan penetapan Bulog sebagai pelaksana teknis 

pencairan beras tidak hanya terpaut dengan unsur kapasitas teknis 

semata, tetapi lebih dari itu. Unsur tanggung jawab dan kornitmen yang 

tinggi, terutama di tingkat paling bawah tidak kalah penting artinya. 

Pemyataan ini tidak!ah berlebihan mengingat sejumlah kondisi seperti 

keterbatasan jumlah staf di masing-masing kantor cabang, dan 

rninimnya sarana dan fasilitas komunikasi seperti telepon, komputer 

dan alat bantu lainnya. 

Pelaksanaan program Raskin ini sangat bergantung kepada sumber daya 

manusia sebagai implementor utama yang dalam hal ini dilaksanakan 

oleh pihak kecamatan. Pelaksanaan program berjalan dengan baik 
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sesuai dengan harapan pihak kabupaten yang membuat masyarakat 

mcrasa puas karena mereka tidak memerlukan biaya yang berlebihan 

untuk mendapatkan beras. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan Abdul Rasyid dkk 

yang menyimpulkan tentang kualitas SDM bahwa 

"masyarakat merasa puas dengan kinerja yang dilakukan oleh 

pihak Kelurahan, pehiksanaan pcnyaluran beras miskin bekerja 

dengan sungguh-sungguh dan tidak adanya penyelewengan 

dalam pembagian beras miskin dalam melaksanakan 

penyaluran program ini. Respon pelaksana di Kelurahan Moro 

dalam menjalankan tugas Beras Miskin ini mencerminkan 

respon yang baik dan mereka sadar betul bahwa pekerjaan 

mereka merupakan pelayanan kepada masyarakat." 

6. Kendala Progran Raskin di Kecamatan Lumbis 

Pemerintah mengakui ada enam titik kritis atau kelemahan yang harus 

dibenahi dalam pengucuran bantuan Raskin tahap pertama. Keenam 

titik kritis tersebut meliputi: 

a. proses pencacahan atau pendataan rumah tangga miskin 

b. proses penetapan kategori rumah tangga miskin 

c. proses pembagian kartu 

d. proses penyaluran bantuan 

e. proses sosialisasi 
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f. proses penanganan pengaduan 

Sedangkan dari hasil wawancara dengan infonnan di lapangan, kendala 

yang dihadapi program Raskin di kecamatan lumbis ini antara lain: 

I) Pembagian kartu Raskin mengandung unsur subyektifitas sehingga 

tidak tepat sasaran sehingga perlu dijalin komunikasi yang baik 

antara pihak kecamatan dan kepala desa. 

2) Data RTS (Rumah Tangga Sasaran) dari BPS tidak valid dan 

tertutup, sehingga ada warga miskin tidak dapat kartu dan yang 

mampu dapat, sehingga menimbulkan ancaman, tuntutan dan 

kecemburuan sosial. Selanjutnya pihak kecamatan harus 

melakukan kesepakatan dengan pihak desa selalu pendata awal 

masyarakat penerima Raskin dan hasil penentuan masyarakat 

penerima Raskin dijelaskan kepada masyarakat agar tidak teijadi 

kecemburuan sosial. 

3) Penyimpangan kualitas beras yang kadang bagus kadangjelek dan 

kemasan yang sering rusak sehingga berat beras berkurang saat 

diterima oleh masyarakat. 

7. Konsep Pengelolaan Raskin ke Depan 

Dalam membahas kebijakan program Raskin, penulis cenderung 

memilih teori dari Merilee S Grindle karena teori tersebut sesuai 

dengan kebutuhan dari kebijakan program Raskin yang lebih 

membahas masalah-masalah manajerial. Berdasarkan buku panduan 
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umum Raskin keberhasilan pelaksanaan program Raskin ditunjukkan 

dengan indikator 6 tepat : 

a. Tepa! Sasamn Penerima Manfaat, Raskin hanya diberikan kepada 

RTS, dari data BPS yang telah diverifikasi dalam pertemuan 

tingkat desa/kelumhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

masih ada warga miskin yang tidak menerima raskin 

b. Tepat Jumlah, Tiap RTS mendapatkan 15 kg per bulan selama 12 

bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sering terjadi 

kerusakan kemasan yang diberika dari pihak bulog sehingga 

mengurangi bemt. 

c. Tepat Harga; yaitu Rp 1.600/kg di titik distribusi. Hasil penelitian 

tiap RTS membayar lebih dengan alasan untuk membayar plastik 

dan transport ke desa-desa yang jaraknya cukup jauh dari 

kecamatan. 

d. Tepat Waktu; yaitu sesuai dengan rencana Uadwal) distribusi. 

Hasil penelitian : kadang-kadang mundur. 

e. Tepat Administrasi; terpenuhinya persyaratan administrasi secara 

benar dan tepat waktu. Hasil penelitian: ada beberapa Warga yang 

membayarnya tertunda (hutang). 

f. Tepat Kualitas : kondisi beras baik, sesuai dengan standart 

kualitas hems pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan kadang

kadang beras bewama agak kehitam-hitaman. 
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Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 

program Raskin yang ditujukkan dengan 6 indikator tersebut masih 

rendah. 

Isu terkini di dalam penyelenggaraan negara adalah Good Governance. 

Termasuk kebijakan publik juga harus diletakkan di dalam kerangka 

praktek Good Governance di dalam kehidupan bersama. Ada 9 

karakteristik Good Governance yaitu : 

I) Participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam 

formulasi keputusan, baik secara langsung maupun melalui 

intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. 

Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosasi 

dan berbicara serta berpartisipasi secara kontruktif. 

2) Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa 

pandang bulu, terutama hokum untuk hak asasi rnanusia. 

3) Transparency. Tranparansi dibangun atas dasar kebebasan arus 

infonnasi. Proses-proses, lernbaga-lembaga dan informasi secara 

langsung dapat diterima oleh mereka yang rnembutuhkan. 

Informasi harus dapat dipaharni dan dapat dirnonitor. 

4) Responsiveness. Lembaga-lernbaga dan proses-proses 

kelernbagaan harus rnencoba untuk melayani setiap 

stakeholders. 

5) Consensus orientation. Good Governance rnenjadi perantara 

kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik 
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bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan

kebijakan maupun prosedur-prosedur. 

6) Equity. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, 

mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga 

kesejahteraan mereka. 

7) Effectiveness and efficiency. Proses-proses dan lembaga

lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan 

dcngan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik 

mungkin. 

8) Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, 

sector swasta dam masyarakat (civil society) bertanggungjawab 

kepada public dan lembaga-lembaga stake/wlders. Akuntabilitas 

ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, 

apakah keputusan tersebut untuj\k kepentingan internal atau 

eksternal organisasi. 

9) Strategic vision. Para pemimpin dan public harus mempunyai 

perspektif good governance gan pengembangan manusia yang 

luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan 

untuk pembangunan semacam ini. (Nugroho : 2003 :219) 

Seharusnya kebijakan program Raskin dalam implementasinya 

mengacu 9 karakteristik good governance tersebut. Akan tetapi kalau 

kita lihat dari hasil penelitian, transparansi dan akuntabilitas tidak dapat 

berjalan bersama-sama, artinya bisa transparan tapi tidak akuntabel. 
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Pelajaran yang cukup berharga bagi pemerintah dalam melaksanakan 

program untuk rakyat miskin, salah satunya dapat melihat antara lain 

Program Progesa untuk Masyarakat Miskin di Mexico. Program 

pemberian untuk mengganti subsidiberbentuk barang, telah 

dilaksanakan di beberapa negara sebagai salah satu alternatif upaya 

penanggulangan kemiskinan. Program bantuan keluarga bersyarat 

adalah dengan mewajibkan penerima bantuan untuk melakukan hal-hal 

yang dipersyaratkan, misalnya menyekolahkan anak, menggunakan 

fasilitas layanan kesehatan untuk kesehatan ibu dan anak, dan 

sebagainya. Program semacam ini berhasil dijalankan antara lain di 

Mexico di bawah nama Program Progessa, yang kemudian berganti 

nama menjadi Oporlllnidades. 

Program Progessa dimaksudkan untuk mengatasi kemiskinan saat ini 

maupun kemiskinan yang mungkin teijadi di masa depan melalui dua 

transmisi. 

a) Pertama, bantuan keluarga yang diterima dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan mendesak seperti kelaparan, wabah penyakit, 

dan kebutuhan dasar mendesak lainnya. 

b) Kedua, bantuan keluarga diharapkan berperan sebagai sarana untuk 

memutus mata rantai kemiskinan turun-temurun dengan cara 

meningkatkan investasi untuk anak -anak dari keluarga kllbng 

mampu dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan gizi. Dengan 
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demikian, diharapkan di masa depan mcreka akan mampu 

meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari kemiskinan. 

Atas dasar inilah maka Progessa disebut scbagai sebuah program 

kesejahteraan yang berbasis insentif (incentive-based welfare program). 

Bantuan keluarga dipakai sebagai skema insentif agar keluarga miskin 

berinvestasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan gizi. Pescrta program 

hanya boleh mendapatkan bantuan keluarga hila beberapa persyaratan 

dipenuhi, seperti tingkatkehadiran anak di sekolah, kehadiran ibu di 

fasilitas layanan kesehatan, dan sebagainya. Penerima bantuan keluarga 

adalah para ibu. Selain para ibu, pada saat yang bersamaan pemerintah 

juga menyediakan bantuan untuk penyedia jasa kesehatan dan 

pendidikan. 

Progessa dianggap sebagai salah satu program yang berhasil. Beberapa 

indikator keberhasilan program terscbut antara lain, mcnjangkau 

sebagian besar penduduk miskin di perdesaan sedangkan penduduk 

miskin yang tidak tercakup (zmdercoverage) hanya 7% saja, 

menurunkan tingkat kesenjangan kemiskinan (poverty gap) 30% dan 

tingkat keparahan kemiskinan (severity ofpoverty) 45%, meningkatkan 

kehadiran anak sekolah, dan menurunkan angka putus sekolah. Di 

bidang kesehatan, Progessa meningkatkan jumlah kunjungan ke fasilitas 

kesehatan, anak usia 0-5 tahun menjadi lebih sehat (insiden anak sakit 

12% lebih rcndah dari sebelum adanya program). Progessa juga 

meningkatkan kualitas nutrisi anak karena kualitas makanan yang 
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dikonsumsi keluarga peserta mengalami peningkatan yang nyata 

(mengkonsumsi lebih banyak buah-buahan, sayur-mayur, daging, dan 

produk daging). 

Selain itu, desain program 1m JUga dinilai sangat peka terhadap 

disparitas gender dalam akses terhadap sumber daya. Satu aspek 

penting dalam Progessa adalah fokusnya terhadap perbaikan hidup 

perempuan miskin untuk mengurangi kemiskinan secara menyeluruh 

melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan gizi sebagai tiga 

komponen utama program ini. Program ini mencoba mengurangi 

disparitas gender dalam pendidikan dengan memberikan beasiswa yang 

lebih besar kepada anakperempuan dan berupaya mengubah persepsi 

bahwa sekolah lebih penting bagi anak laki-laki yang nantinya akan 

menjadi pencari nafkah utama keluarga. Di bidang kesehatan, fokus 

kepada layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita serta pelatihan 

mengenai kesehatan dan gizi, terutama bagi perempuan, diharapkan 

akan mengubah pola kebiasaan konsumsi makanan keluarga ke 

makanan yang lebih bergizi. 

Perempuan, selain sebagai penerima bantuan keluarga, juga merupakan 

aktor utama. Dengan menerima dana ini, perempuan akan mengelola 

dana tersebut agar kepentingan keluarganya (misalnya perbaikan gizi 

dan kesehatan) menjadi prioritas. Sekilas memang nampaknya program 

ini berorientasi pada perempuan, dan terkesan justru menguatkan peran

peran gender tradisional dengan menortiolkan peran utama perempuan 
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scbagai ibu semata. Namun sebenamya, kcbijakan program ini 

dibangun dari sebuah asumsi bahwa penguatan posisi perempuan, 

tennasuk posisi tawamya di dalam keluarga, adalah salah satu 

prakondisi bagi perubahan-perubahan sosial-ckonomi yang akan lebih 

menguntungkan masyarakat secara umum. Jika kesejahteraan 

perempuan meningkat, maka masyarakat akan mcmperoleh manfaat 

dari keadaan itu karena akan memperbaiki kualitas kescjahteraan 

masyarakat pada umumnya. 

Salah satu faktor kunci keberhasilan Progessa adalah desain awal yang 

dirancang secara seksama dan didahului dengan uji coba yang dipantau 

dan dievaluasi oleh lembaga independen. Uji coba dilakukan di 506 

komunitas, melibatkan hampir 25.000 rumah tangga dengan cara 

membandingkan keluarga yang menerima program dengan yang tidak. 

Kegiatan didahului dengan menyiapkan baseline data untuk kedua 

kelompok tersebut. Setahun kemudian, program bantuan keluarga 

bcrsyarat dievaluasi. Dalam kegiatan evaluasi tersebut, isu yang diteliti 

antara lain adalah aspek ketepatan sasaran penerima program, dampak 

program terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi. Selain itu, juga 

diteliti operasionalisasi program di lapangan dan persepsi dari lintas 

pelaku terhadap berbagai aspek pelaksanaan program, efektivitas biaya 

dan analisis biaya-manfaat, peranan perempuan dalam program, 

hubungan antarwarga, dan dampak program terhadap pemanfaatan 
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pekeija anak serta pembagian bantuan keluarga di dalam keluarga 

(intralwusehold transjerJ). 

Untuk melaksanakan program Raskin di Indonesia, langkab-Iangkab 

yang ditempub program Progessaa di Mexico dapat diterapkan, tentu 

dengan beberapa modifikasi. Langkab awal yang barus dilakukan 

adalab kegiatan uji coba. Kegiatan uji coba dapat diawali dengan 

memilih beberapa kabupaten/kecamatan yang dianggap memiliki 

jumlab penduduk miskin tinggi (lebih dari 50%). Data jumlah 

penduduk miskin kabupaten/kecamatan dapat diperoleh dari basil 

pemetaan kemiskinan (poverty mapping) BPS atau SMERU. 

Kemudian di wilayab tersebut diadakan sensus rumah tangga untuk 

mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk struktur 

demografi dan karakteristik rumah tangga. Hasil sensus tersebut 

selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan 

analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan 

penduduk bukan miskin. Setelah data caJon penerima programtersedia, 

program bantuan keluarga bersyarat dapat dimulai. Persyaratan dapat 

dikaitkan dengan kriteria keluarga miskin di Indonesia. 

Kegiatan uji coba ini sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, 

dari sisi ekonomi, uji coba akan memperbaiki rancangan dan efektivitas 

program, serta memperkirakan dampak program. Hal ini akan memberi 

araban kepada pemerintab sebingga pemerintah dapat mengalokasikan 

lebih banyak sumber daya kepada program yang menghasilkan manfaat 
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terbesar. Kedua, dari segi sosial, uji coba akan meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, dari sisi politik, uji coba akan 

meningkatkan kredibilitas program dan menghilangkan keraguan dari 

praktik program yang tidak berhasil di masa silam. 

Secara teoritis program Raskin memang berpotensi sebagai program 

penanggulangan kemiskinan menyeluruh. Program ini dapat menjadi 

alat bagi pemerintah untuk menanggulangi kesenjangan di masyarakat 

saat kondisi perekonomian sedang krisis. 

Namun demikian, pelaksanaannya memerlukan persiapan, perencanaan 

serta rancang bangun yang tepat, dan perlu diperhatikan masalah yang 

berkaitan dengan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari 

pemerintah serta persoalan strategi pengakhiran program (exil strategy.) 

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan beberapa hal berkaitan 

dengan penerapan program pemberian bantuan keluarga miskin. 

Pertama, diperlukannya percontohan dengan skala kecil sebelum 

program ini dijalankan secara nasional. Kedua, bahwa program bantuan 

keluarga miskin yang lain hendaknya bisa memberdayakan masyarakat 

miskin agar mereka kelak bisa keluar dari kemiskinan. Dalam hal ini, 

pemberdayaan keluarga miskin merupakan salah satu faktor kunci bagi 

perbaikan kesejahteraan masyarakat secara umum yang juga perlu 

mendapat perhatian. 

Harapan terbesar dari pelaksanaan Program Raskin ini adalah sesuai 

dengan tujuan Program Raskin yaitu mengurangi beban pengeluaran 
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Rumah Tangga Miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan 

pokok dalam bentuk beras. Akan tetapi diharapkan pula pemerintah 

merancang program lain yang dapat memberdayakan masyarakat 

miskin tersebut, sehingga tidak terlalu bergantung pada program 

bantuan dari pemerintah. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan basil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai distribusi Penyaluran Raskin dan kendala-kendala yang dialami dalam 

implementasi Beras Miskin di Kecamatan Lumbis : 

I. Dalam menentukan sasaran ditemui adanya kesalahan sasaran 

(mistargeting) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah, sering tidak 

tepat karena mementingkan kelompok-kelompok tertentu (subyektifitas) 

2. Maanfaat dari program raskin ini dinilai sangat baik oleh masyarakat karena 

membantu untuk keluarga yang memiliki ekonomi lemaha walaupun masih 

ada yang tidak tepat sasaran. 

3. Implementor cukup paham tugasnya masing-masing, sosialisasi juga 

berj alan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi belum 

tepat sasaran karena warga yang tergolong mampu mendapatkan Raskin. 

4. Cukup mampu mewujudkan kehendak dan harapan sehingga dapat berjalan 

dengan lancar karena sesuai dengan kondisi masyarakatnya. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mernberikan saran 

Pengelolaan Raskin ke depan yaitu sebagai berikut : 

137 
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l. Pendistribusian Bcras Miskin diperlukan standarisasi atau indikator yang 

harus menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang ada di 

Kecamatan Lumbis. 

2. Validasi untuk pencrima Berns Miskin perlu adanya keterlibatan pemerintah 

Kabupaten Nunukan dan Kccamatan hingga desa agar terjalin komunikasi 

yang baik dalam penyaluran dan sesuai dengan standarisasi yang diharapkan 

serta tidak tepat sasaran. 

l. Tepat Kualitas 

Perlu ditingkatkan terutama terkait dengan kualitas beras dimana kualitas 

beras ini masih sangat rendah, ada kesan bahwa beras yang diberikan 

sebetulnya sudah tidak layak untuk dimakan. Bulog sebagai 

pcnanggungjawab program Raskin perlu mengupayakan penyediaan beras 

yang terjamin kualitasnya. 

Dari Program Progessa, disarankan : 

1. Untuk konsep pengelolaan ke depan, mengadakan sensus rumah tangga 

untuk mengUinpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk struktur 

demografi dan karakteristik rumah tangga. Hasil sensus tersebut selanjutnya 

dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan 

guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin 

2. Mengadakan uji coba melalui percontohan dengan skala kccil yang perlu 

terus menerus dievaluasi, sebelum program ini dijalankan secara nasional. 
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3. Disarankan pemerintah merancang program lain yang dapat 

memberdayakan masyarakat miskin, sehingga tidak terlalu bergantung pada 

program bantuan dari pemerintah. 
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Transkrip Wawancara 

Nama : Herianto 

NIM : 500895983 

.Judul TAPM/Tesis : Implementasi Kebijakan Penyalur Raskin Di 

Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan 

l. Bagaimana implementasi Penyaluran rasltin di Keeamatan 

Lumbis'? 

a. Apa yang melatarbelakangi Penyaluran RASKIN 

Adanya keluhan masyarakat mengenai penerima raskin pada 

kelompok masyarakat dari keluarga mampu 

Tidak sesuai data jwnlah keluarga miskin dengan penerima raskin 

keadaan geografis yg tidak perhitungkan sehingga kenaikan harga 

beras harus di tebus warga (biaya transportasi kedesa

desa,pengadaan kantong plastik,dll ) 

b. Apa mekanisme atau tabapan-tabapan yang telab dilalui 

sebelum kebijakan I\'ByalurnnRASKIN 

Tim Raskin Kabupaten nunukan menetapkan Pagu Raskin 

Kecamatan dan desa kelurahan yang ditetapkan dengan keputnsan 

Bupati Nunukan dan selanjutnya mengajukan Sural permintaan 

Alokasi ( SPA ) kepada Ka Sub divisi regional perum Bulog 

Berdasarkan Pagu Raskin. 

Apabila pagu Raskin tidak didistribusikan sesuai waktu yg 

direncanakan maka pagu Raskin tersebut tidak dapat dialihkan ke 

wilayah lain. 

Apabila pagu Raskin disuatu wilayah tidak dapat diserap sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2017 ,maka sisa pagu terse but tidak 

dapat disa1urkan pada tahun 2018 

Untnk rnasing-masing kecamatan /desalkelurahan apabila terdapat 

tnnggakan Harga penjualan ( HPB ) pada periode maka penerbitan 

SPPB DO berikutnya ditangguhkan sarnpai ada pelunasan 
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SPPB DO rnenyerahkan beras Raskin kepada pelaksana distribnsi 

dititik distribusi ( Kecamatan ) sesuai standar kualitas Bulog 

dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terirna (BAST). 

c. Siapa saja pihak yang terlibat atau kepentingannya 

dipengaruhi oleh diimplemcntasikannya kebijakan ini? 

Camat selaku penanggung jawab 

Sekretaris kecamatan 

Kasi PMD & Kesra 

Koordinator statistik kecamatan 

Dan instansi terkait 

d. Jenis pelayanan yang didclegasikan pada penyaluran Raskin 

Kecamatan 

Perencanaan penyaluran Raskin dikecamatan 

Sosialisasi Raskin 

Pendistribnsian Raskin 

Penyelesaian HTR dan Administrasi. 

Monev pelaksanaan raskin di desa I kelurahan. 

Pembinaan terhadap pelaksanaan pendistribusian Raskin 

didesalkelurahan 

Pelaporan pelaksanaan raskin kepada Tim koordinasi Raskin 

Kabupaten. 

e. Apa manfaat yang diperolch sctelah adanya Raskin 

Peningkatan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga sasaran 

sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan 

kemiskinan 

Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD 

),maupun ekonomi (harga jual teijangkau) kepada RTS. 

Sebagai pasar bagi basil usal1a tani padi 

Stabilisasi harga beras dipasar 
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Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan 

menetapkan harga bersubsidi Rp. 1.600.000,-/ kg,dan menjaga stok 

pangan nasional. 

Membantu pertumbuhan ekonomi daerah. 

f. Setelah suatu kebijakan diimplementasikan, tentu perlu 

diawasi agar tidak terjadi penyimpangan di dalamnya. Oleb 

karena ito, bagaimana mekanisme lmntrol yang telah disiapkan 

oleh Kecamatan Lumbis? 

Membentuk unit pengaduan. 

Menyiapkan kotak saran 

g. Apa feedback yang diharapkan dari mekanisme kontrol 

terhadap implementasikebijakanPenyaluran Raskin 

Menindaklanjuti adanya laporan 

Mengevaluasi kerja tim 

Melakukan rapat intern dan koordinasi dalam rangka perbaikan. 

h. Apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi 

kebijakan pcnyaluran Raskin 

Adanya keJjasama tim koordinasi kecamatan camat selaku 

penanggung jawab,ketua,sekretaris dan koordinator statistik. 

i. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi kecamatan sebelum 

kebijalrnn penyalur raskin diimplementasikan? Apa kendala yang 

dihadapi kecamatan dalam memenuhi persyaratan dimaksud dan 

bagaimana cara mengatasinya 

Kecamatan mengajukan data penerima manfuat pada pihak 

pemerintah dalam hal ini bulog data yang diperoleh dari desa -

desa yang ada diwilayah Kecamatan. 
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Letak geografis yng tidak menguntungkan,SDM,karakter 

masyarakat,sosial budaya. 

j. Secara umum, apa permasalahan yang muocul ketika kebijakao 

peoyalur raskin tersebut sudah diimplemeotasilmn dan apa saja 

langkah yang diambil oleh Pemet·intah Daerah termasuk pihak 

Keeamatao dalam menaogani permasalahan tersebut? 

Masyarakat 

Adanya kompleo dari masyarakat melalui kepala desa karena 

tidak meodapatkan bantuan raskin,sebenarnya masyarakat 

tersebut layak untuk mendapatkan Raskin 

Kecamatan 

Kecamatan sudah mengajukan data yang bersumber dari desa 

untuk diajukan pada pemerintah,namun kenyataannya pada 

saatpenerima rankin data tersebut tidak mengalami perubahan. 

Usulan 

Harapan Pemerintah Kecamatan dalam validasi data agar 

melibatkan pemerintah kecamatan dan desa 
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Pedoman Wawancara 

Nama Herianto 

NIM 500895983 

Judul TAPM/Tesis : Implementasi Kebijalmn Penyalur Raskin Di 

Kecamatau Lumbis Kabupateu Nuuukan 

2. Bagaimana implementasi Penyalur Raskin diKeeamatan Lumbis? 

a. Apa yang melatarbelakangi penyalur raskin menjadi penting untuk 

diimplementasikan diKecamatan Lumbis? 

b. Apa mekanisme atau tahapan-tahapan yang telah dilalui sebelum 

kebijakanpenyalur raskin diimplementasikandiKecamatan Lumbis? 

c. Siapa saja pihak yang terlibat atau kepentingarmya dipengaruhi oleh 

diimplementasikannya kebijakan ini? 

d. Apa saja jenis pelayanan yang didelegasikan kepada kecamatan 

sebelum dan setelah diimplementasikarmya kebijakan penyalur 

raskin? 

e. Apa manfaat yang diperoleh setelal1 adanya kebijakan penyalur raskin 
ini? 

f. Setelal1 suatu kebijakan diimplementasikan, tentu perlu diawasi agar 

tidak texjadi penyimpangan di dalanmya. Oleh karena itu, 

bagaimana mekanisme kontrol yang telall disiapkan oleh Kecamatan 

Lumbis? 

g. Apa feedback yang diharapkan dari mekanisme kontrol terhadap 

implementasi kebijakan penyalur raskin terse but? 

h. Apa yang mel\iadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan 

penyalur raskin di Kecanmtan Lumbis? 

i. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi kecamatan sebelum 

kebijakan penyalur raskin diimplementasikan? Apa kendala yang 

dihadapi kecamatan dalam memenuhi persyaratan dimaksud dan 

bagaimana cara mengatasinya? 

j. Khusus terkait penyediaan sumber daya yang dibutuhkan baik 
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personil di lapangan, dana, maupun sarana-prasarana, apa saja 

masalah yang ditemui? Apa langkah-langkah yang diambil oleh 

Kecamatan Lumbis dalam mengatasi masalah terse but? 

k. Menurut Bapak, bagaimana tingkat kepatuhan dan daya tanggap 

para camat dan aparatur kecamatan setelah kebijakan penyalur 

raskin ini diimplementasikan? 

I. Khusus dalam hal personil penyelenggara kebijakanpenyalur raskin, 

apakal1 ada mekanisme tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Nunukan seperti mutasi, penambahan personil 

(outsourching) atau mendayagunakan aparatur yang ada di 

kecamatan? 

m. Apa kekurangan dan hambatan yang ditemui dalam penempatan 

personil tersebut dan bagaimana langkah yang diambil oleh 

Pemerintah Kabupaten Nunukandalammengatasinya? 

n. Dari pengalaman yang anda setahun terakhir, bagaimana tanggapan, 

peran maupun partisipasi masyarakat setelah diimplementasikam1ya 

kebijakan penyalur raskin ini? 

o. Secara umwn, apa permasalahan yang muncul kett"ka kebijakan 

penyalur raskin tersebut sudah diimplementasikan dan apa saja 

langkal1 yang diambil oleh Pemerintah Daerah termasuk piliak 

Kecamatan dalam menangani permasalal1an tersebut? 

3. Bagaimana peran camat setelah diimplementasikannya kebijakan 

penyalur raskin diKecamatan Lumbis? 

a. Menurut Bapak, setelah diimplementasikannya kebijakan penyalur 

raskin ini, apa perubahan yang signifikan terkait peran canmt 

maupun kecamatan? 

b. Selain kewenangan yang bertambah, apafeedback yang diliarapkan 

dapat diperoleh dari pengimplementasian kebijakan penyalur raskin 

ini? 
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